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ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)
TERHADAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH
(Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah)

ANSHARY :
NIM : 501482838

Instansi pemerintah sebagai salah satu organisasi publik mulai meningkatkan suatu
sistem informasi dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan maupun dalam hal
pelayanan. Salah sat bentuk sistem informasi yang diterapkan penggunaannya
adalah tender secara elektronik (E-Tendering) merupakan proses pemilihan penyedia
barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web/internet),
dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sebuah aplikasi sistem informasi
yang bemama aplikasi Sistim Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tujuan
penelitian untuk menganalisis penerapan sisttm pemilihan penyedia barang/jasa
secara clektronik (e-tendering) dengan menggunakan aplikasi Sistim Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE} serta menganalisis peran Pengguna Anggaran (PA).
Pcnelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dipandang lebih relevan
digunakan di dalam mengamati dan menganalisa proses pemilihan penyedia
barang/jasa secara clektronik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adaiah
teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Secmua data yang diperoleh dalam
penelitian dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan
yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam pelaksanaan penulisan. Hasil
penelitian menunjukkan 1). Penerapan SPSE belum efektif, (a) 5 Dinas (100%) tidak
input SPPBJ ke dalam SPSE dan 12 Informan (100%) tidak ada unduh SPPBJ dari
SPSE; (b) Belum pemah dilakukan bimbingan teknis Sistim Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA); (c) Jadwal
Penyelesaian uji forensik terjadap soft file penawaran yang tidak dapat dibuka
waktunya belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2). Peran
Pengguna Anggaran (PA) dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (a)
Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran tidak memahami Tugas dan fungsi dalam
proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; {(b) Kepala dinas selaku PA
tidak memahami SPSE; 3). Faktor penghambat; (a) Sarana pendukung Teknologi
informasi (TI) penyedia barang/jasa belum memadai; (b) Kurangnya SDM sebagai
tenaga trainer; (c) Dari 12 {dua belas) informan, yang pemah mengikuti bimbingan
teknis 7 (tujuh) badan usaha (58,33%), sedangkan yang tidak pernah mengikuti
bimbingan teknis 5 (lima}) badan usaha (41,67%).

Kata Kunci : Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE}, Kepala Dinas selaku
Pengguna Anggaran (PA4), Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPB.J), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
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ABSTRACT

ELECTRONIC PROCUREMENT IMPLEMENTATION SYSTEM ON THE
SELECTION OF GOVERNMENT SERVICE PROVIDERS/SERVICES
(Case Study On Electronic Procurement Service Central Aceh District Government)

ANSHARY
NIM : 501482838

Government agencies as one of the public organizations began to improve an
information system in the management of government tasks and in terms of service.
One of the forms of information system applied is electronic tender (E-Tendering) is
the process of selecting goods / service providers whose implementation is done
electronically (web-based / intemet), by utilizing information technology with an
informatton system application called application Procurement System Electronics.
The objective of the research is to analyze the application of electronic e-tendering
system by using Electronic Procurement System application and analyze the role of
Budget User (PA). A descriptive qualitative study with a case study approach is
considered to be more relevant to use in observing and analyzing the process of
electronically supplying goods / services providers. Data collection techniques used
are documentation, observation and interview technmques. All data obtained in the
study were collected, then grouped to be used as input material to be used as evidence
in the implementation of writing. The results showed 1). Implementation of SPSE has
not been effective, (a) 5 SKPK (100%) no SPPBJ input into SPSE and 12 Informants
(100%) no SPPBJ download from SPSE; (b) There has been no technical guidance of
Electronic Procurement System (SPSE) to the Head of Service as Budget User (PA);
(c) Schedule Completion of forensic testing encountered soft files that can not be
opened timelines not in accordance with Standard Operating Procedures (SOP); 2).
Role of Budget User (PA) in the election of provider of goods/services electronically
{a) Head of Service as Budget User does not understand Duties and functions m the
process of electronically supplying goods / services providers; (b) The head of service
as PA does not understand SPSE; 3). Obstacle factor; (a) Supporting facilities
Information technology (IT) provider of goods / services is not sufficient; (b) Lack of
human resources as trainers; (¢) Out of 12 (twelve) informants, who have foliowed
the technical guidance of 7 (seven) business entities (58.33%), while those who never
follow the technical guidance of 5 (five) business entities (41.67%).

Keyword . Electronic Procurement System, Head of Service as Budget User,
Letter of Appointment of Provider of Goods/Services, Working Group
Selection of Provider of Goods/Services.
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BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang dilaksanakan di
Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tengah. Pembahasan yang diteliti yaitu mengenai
Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah).

Untuk mendapatkan data-data primer yang diperlukan, peneliti melakukan
wawancara, observasi, dan pengumpulan data.

Wawancara yang dilakukan ialah wawancara seputar proses pemilihan
penyedia barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kemudian peneliti
akan menganalisa dan membahas data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan metode
tersebut, peneliti berusaha memaparkan data yang diperoleh dart hasil daftar
pertanyaan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan adalah dalam bentuk
wawancara, yaitu pertanyaan mengenai pemilihan penyedia barang/jasa secara
elektronik menggunakan Aplikasi Sistim Pengadaan Secara elektronik (SPSE) pada

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
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A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dibentuk berdasarkan Qanun
(Peraturan Daerah) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, pasal 3,
ayat 3 :

(3) Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
meliputi:
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah merupakan Sekretariat Daerah

Kabupaten dengan Tipe A;

Turunan dan Qanun (Peraturan Daerah) tersebut ditnangkan ke dalam
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, pasal 5, ayat 3 :

(3) Asisten ekonomi dan pembangunan, terdiri dari :
¢. Bagian pengadaan barang dan jasa :

a) sub bagian fasilitasi dan pengembangan sumber daya;

b} sub bagian pengelolaan pengadaan; dan

¢) sub bagian pengelolaan system pengadaan secara elektronik.

Untuk Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
(SKPK) dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2017
Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Pasal 3 ayat 3 :

(3) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

¢. Bagian Penpadasn Barang dan Jasa :

51
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1. Subbagian Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Daya;

2. Subbagian Pengelolaan Pengadaan; dan

3. Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai
dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2017, untuk Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa sebagai berikut :

Pasal 40

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah unsur pembantu Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang mengoordinir bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 41

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas memberikan pelayanan

administrasi dalam pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pelayanan pengadaan

barang dan jasa pemerintahan secara elektronik dan melaksanakan pengembangan,

perumusan, dan peningkatan sumber daya pengadaan barang dan jasa Pemenntah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 41, Bagian Pengadaan Barang

dan Jasa mempunyai fungsi :

a. penyusunan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam
rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;

b. penyusunan, perumusan strategis, pengembangan kebijakan dan pembinaan sumber

daya di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
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¢. pembinaan dan pelayanan sistem elektronik serta evaluasi penyelenggaraan di
bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

d. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada SKPK di bidang
pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang
dan jasa kepada bupati;

f. menugaskan/menempatkan/memindahkan dan memberhentikan anggota Kelompok
Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan beban kerja masing-
masing Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

g. pembinaan dan peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan
Jasa; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 43

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :

a. Subbagian Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Daya;

b. Subbagian Pengelolaan Pengadaan; dan

¢. Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.,

Pasal 44

(1) Subbagian Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas

menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang
pengembangan sumber daya dan kerjasama serta pelaksanaan urusan
ketatausahaan dan rumah tangga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

(2) Subbagian Pengelolaan Pengadaan mempunyai tugas merencanakan,
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mempersiapkan administrasi dan memprogramkan menyiapkan bahan pembinaan,
petunjuk teknis, koordinasi, pelaksanaan pemilihan penyedia, Monev serta
pelaporan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, serta
mengkoordinasikan penyiapan bahan penyelesaian pengaduan pelelangan.

(3) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, koordinasi, pelaksanaan dan

pengelolaan sistem elektronik di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang

membawahi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, sebagaimana dalam gambar 4.1,

berikut ;
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B. HASIL
B.1. Karakteristik Informan
Informan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

2. Rahayu Putra, direktur CV. Zinger, alamat JI. Kampung Baru, Takengon Barat,
Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah.

3. Darmawan Putra, B., Direktur CV. Madagskar, alamat Kp. Uning Bersah, Kec.
Bukit, Bener Meriah

4. Kelompok Kerja (Pokja) II Pengadaan Barang pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tahun 2016.

5. Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, tahun 2017.

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah

7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah

8. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah

9. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah

10. Informan penyedia barang/jasa untuk 4 (empat) SKPK, sebagaimana dalam tabel

4.1 benkut,
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Daftar Informan Penyedia Barang/Jasa pada 4 (empat) SKPK (Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten
Aceh Tengah, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah,
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah)

Nama Paket Jenis Pemenang E-Tendering
No SKPK Pekerjaan Pengadaan Nama Badan Alamat
Usaha
1 | Dinas Rehabilitast Pengadaan | CV.Damar | Jalan
Pekerjaan Jaringan Jasa Mutiara Lembaga
Umum Dan | Irigasi D.I. Konstruksi | Gayo No.105, Kp.
Penataan Pepalang Belang Kolak
Ruang I1, Takengon,
Kabupaten Aceh Tengah
Aceh
Tengah
Peningkatan Pengadaan | CV. Delapan | J1.1001
Jalan Temi Jasa Satu Tiga Kp.Gelengang
Detem —Paya | Konstruksi | Jaya Kec. Bebesen,
Serngi Aceh Tengah
Pengawasan Pengadaan | CV.Dating | JI. Alfitrah
Pembangunan | Jasa Consultant | No.100 Kp.
Jembatan Konsultansi | Engineer Keramat
(Otsus) Mupakat Kec.
Bebesen Kab.
Aceh Tengah
2 | Dinas Pembangunan | Pengadaan | CV. Jin.
Pendidikan | Pagar SMPN | Jasa Fadanoeh Takengon-
Kabupaten | 33 Takengon | Konstruksi | Bluek Blang
Aceh 120 M Mancung
Tengah Kampung
Pepayungen
Angkup Kec.
Silih Nara,
Kab. Aceh
Tengah
Pembangunan | Pengadaan | CV. Osani Jalan Gang
Pagar SMPN | Jasa Ketiara Temil Blang
32 Takengon | Konstruksi Kolak I Kec.
100 M Bebesen Kab.
Aceh Tengah
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Dinas Pembangunan | Pengadaan | CV.Tajuk | Jl. Burbana
Syariat Bebalen Dan | Jasa Senien No.333 Kec.
[slam Dan Pagar Masjid | Konstruksi Bebesen, Kab.
Pendidikan | Agung Aceh Tengah
Dayah Ruhama
Kabupaten | Takengon
Aceh
Tengah
Pembangunan | Pengadaan | CV. Pelangi | Jin. Kampung
Menara, Pagar | Jasa Nusantara Bujang No. 9
Masjid Konstruksi | Contruktions | Kec. Lut
Babussalam Tawar, Kab.
Kp. Kemili, Aceh Tengah
Kec. Bebesen
Perencanaan Pengadaan | CV. Jalan Panca
DED Masjid Jasa Gladiatama | Darma No.
Umah Opat, Konsultansi | Konsulindo | 184 Kp.
Kp. Mongal, Group Gunung
Kec. Bebesen Bahgie Kec.
Kebayakan
Takengon,
Kab. Aceh
Tengah
Pengadaan Pengadaan | CV. Fajar JI. Lembaga
Moubeleur Barang Lestari Paya Ilang
Dan Buku- Blang Kolak
Buku Agama IT Kec.
Untuk Dayah Bebesan Kab.
{Otsus) Aceh Tengah
Dinas Pembangunan | Pengadaan | CV.J2 GIP | Jl. Sengeda
Perumahan | Jalan Rabat Jasa No. 198
Dan Beton ke Konstruksi Kampung
Permukiman | Perkebunan Gunung Bukit
Kabupaten | Masyarakat Kecamatan
Aceh Burlah- Kebayakan,
Tengah Bursige Aceh Tengah
Kecamatan
Bintang
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Pengawasan Pengadaan | CV. Caya JI. laut Tawar
Pengembangan | Jasa Nenggeri No. 30
Sistem Konstruksi | Consultant | Takengon,
Distribusi Air Aceh Tengah
Minum {Otsus
+ APBK)
Pengawasan Pengadaan | CV.Penus | Jin
Pembangunan | Jasa Graphindo | Yossudarso
Gedung Konsultansi | Consultant | Lr. Asrama
Kantor Polres Merah No.
Aceh Tengah 197,
Takengon,
Kab. Aceh
Tengah.

B.2. Mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik

Mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering)
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Nomor | Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering dan Peraturan Kepala LKPP
Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering

Untuk mengetahui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa pada
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, penulis melakukan wawancara dengan Kepala
Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

“Sistem pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Aceh Tengah dilakukan dengan sistem E-tendering. Sistem e-tendering

berpedoman kepada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering. Pelaksanaan
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sistem e-tendering di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah dilaksanakan
sejak tahun 2013, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana nama
aplikasinya adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 3.6,
dikembangkan oleh LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia). Website untuk sistem e-tendering Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah adalah : http://www.Ipse.acehtengahkab.go.id.”
{(Wawancara pada tanggal 8 Februari 2018)

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering : Aplikasi SPSE adalah aplikasi
perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang
terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau server Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dapat diakses melalui
website LPSE atau Portal Pengadaan Nasional. Aplikasi ini dikembangkan oleh
Direktorat e-Procurement - LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara
(Lemsaneg) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga
Sandi Negara mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDQ). Dokumen
penawaran dari peserta lelang dienkripsi dan didekripsi menggunakan Aptlikasi
Pengaman Dokumen (APENDO). Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDQ) adalah
suatu perangkat lunak keamanan informasi elektronik yang dikembangkan oleh
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan hanya diperkenankan untuk aplikasi e-
Procurement yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP). APENDO terdiri dari dua aplikasi yaitu APENDO Peserta dan
APENDO Panitia. APENDO Panitia merupakan aplikasi yang digunakan oleh

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan
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proses membuka {dekripsi) satu file sandi berekstensi*.rhs, dekompresi, pemisahan file
asli jika jumlahnya lebih dari satu, dan memiliki keluaran file asli sesuai dengan
jumlahnya, serta menampilkan identitas Penyedia barang/jasa dan identitas paket
lelang yang diikuti. APENDO Peserta merupakan aplikasi yang digunakan oleh
Penyedia barang/jasa untuk melakukan proses penggabungan dokumen elektronik (file
asli) jika jumlahnya lebih dari satu, kompresi dan menyandi (enkripsi) file asli, dan
memiliki keluaran satu file sandi berekstensi*.rhs yang mengandung identitas Penyedia
barang/jasa dan identitas paket lelang yang diikuti. Aplikasi APENDO berfungst untuk:
a. Mengamankan {enkripsi) dokumen lelang/penawaran sebelum di-upload ke SPSE
oleh Penyedia barang/jasa;
b. Membuka (dekripsi) dokumen lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa.

Para pihak yang terlibat dalam e-tendering adalah PA, Kelompok Kerja (Pokja)
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan penyedia barang/jasa. E-fendering dilaksanakan
dengan menggunakan Sistim Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang
diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Aplikasi e-
tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan kerahasian dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem
keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik
tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam SPSE, penyedia barang/jasa yang telah terdaftar pada salah satu LPSE
sudah merupakan pendaftaran pada beberapa LPSE lainnya, sehingga penyedia tidak

harus melakukan pendaftaran berulang-ulang ke beberapa LPSE.
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Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pembuatan paket pekerjaan yang
akan dilelangkan, pengumuman lelang pengadaan barang/jasa sampai dengan
pengumuman pemenang serta sampai dengan penerbitan SPPBJ oleh Pengguna

Anggaran (PA), sebagaimana terlihat pada gambar 4.2 dan gambar 4.3 berikut

Kepala Dinas Pokja Pemilihan Penyedia
(Pengguna Anggaran) Barang/Jasa

Y

Buat Paket

v

Buat Lelang

v

Lelang Diumumkan

Penyedia

Melihat
Pengumuman dan
Mendaftar Lelang |

v

Download Dokumen
Lelang

+

Penjelasan

Penjelasan

F 3

Unggah Dokumen
Penawaran

v

Gambar 4.2

Alur Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik
(mulai buat paket sampai dengan pemasukan file penawaran)
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Kepala Dinas
(Pengguna Anggaran)

Pokja Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa

Penyedia

™

!

Pembukaan dokumen
penawaran

v
Evaluasi

!

Penetapan Pemenang

v

Tidak ada
sanggahan

Pengumuman Pemenang

Jika ada
sanggahan

input SPPBJ

v

Input Kontrak

F

Menjawab Sanggahan [+

Sanggahan

S
»

Unduh SPPBJ (jika
menjadi pemenang
lelang)

Gambar 4.3

Alur Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik
(mulai pembukaan file penawaran sampai dengan SPPBJ)

B.2.1. Pembuatan pelelangan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa

i

Membuat Paket

Membuat paket pekerjaan yang akan dilelang. Dalam SPSE, membuat paket

pekerjaan yang akan dilelang tampak pada gambar 4.4 berikut.
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Kabupaten Aceh Tengah. Dari penyedia barang/jasa, CV. Zinger dan CV.
Madagskar, melaporkan permasalahan penawaran tidak dapat dibuka oleh
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, memintah LPSE
agar file penawaran mereka dibuka oleh LPSE.” {Wawancara pada tanggal 8
Februari 2018)

Terhadap permasalahan tersebut, apa yang dilakukan oleh LPSE?

“LPSE menunggu laporan dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa yang melakukan e-tendering sebagaimana yang dilaporkan oleh
penyedia barang/jasa, apabila memang benar, maka LPSE secara bersama-sama
dengan penyedia barang/jasa dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa mencoba untuk membuka file penawaran yang tidak dapat dibuka
tersebut, apabila hasilnya tetap tidak dapat dibuka, maka tindakan selanjutnya
adalah file penawaran tersebut dikirim ke LKPP untuk dianalisis, hasilnya
disampaikan secara tertulis ke LPSE, kemudian diteruskan kepada Kelompok
Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang melakukan e-tendering.”
(Wawancara pada tanggal 8 Februari 2018)

Hasil Wawancara dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa tentang Penerapan SPSE dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa

pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dalam tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Hasil Wawancara dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Jawaban
Pokja II Pengadaan | Pokja I Pengadaan
Barang pada Dinas | Jasa Konstruksi
Pertanian Tanaman pada Dinas
Pangan Pekerjaan Umum
No Pertanyaan (wawancara dan Penataan
dilakukan pada Ruang
tanggal 9 Februari {wawancara
2018) dilakukan pada
tanggal 9 Februari
" 2018)
1 | Apakah Bapak/Ibu benar pemah | Pernah Pernah
sebagai Kelompok Kerja (Pokja)
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ?
Jika pernah, Pokja berapa dan di | Pokja II Pengadaan | Pokjal Pengadaan
Dinas Mana? Barang, Dinas jasa konstruksi,
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Pertanian Tanaman { Dinas Pekenaan
Pangan Umum dan
Penataan Ruang
2 | Apakah  Bapak/Ibu  pernah | Pernah Pernah
mengalami permasalahan selama

melaksanakan proses pemilihan

penyedia barang/jasa dengan cara

e-tendering?

Apabila pernah, apa | Soft file salah satu | Soft file salah satu

permasalahannya? Apa nama | peserta e-tendering | peserta e-

paket pekerjaannya? tidak dapat dibuka, | tendering tidak
paket pekerjaan dapat dibuka,
Pengembangan paket pekerjaan
Bawang Merah Rehabilitasi
(Otsus) Jaringan irigasi

D.1. Tamak
Lelabu

Apa nama perusahaan pesertanya? | CV. Zinger CV. Madagskar

Bagaimana tindak lanjutnya File yang tidak File yang tidak
dapat dibuka dapat dibuka
disampaikan ke dikirim ke LPSE,
LPSE, kemudian kemudian
Menunggu jawaban | menunggu
tertulis dari LPSE, | jawaban tertulis
apabila dapat dibuka | dari LPSE, apabila
oleh LPSE, maka dapat dibuka,
diikutsertakan dalam | diikutsertakan
evaluasi, apabiia dalam evaluasi,
tidak dapat dibuka, | apabila tidak
digugurkan dalam dapat dibuka,
proses cvaluasi dinyatakan tidak

memenuhi syarat
3. | Apakah permasalahan tersebut | Ada Ada

ada diklarifikasi kepada penyedia

barang/jasa peserta e-tendering?

Apa tanggapannya? Menyatakan tidak Menyatakan tidak
mungkin soft file percaya bahwa
penawarannya tidak | file penawarannya
dapat dibuka, karena | tidak dapat
sudah mengikuti dibuka, karena
tahapan sesuai sudah mengikuti
ketentuan, tahapan sesuai
menyerahkan ketentuan,
kepada LPSE untuk | menyerahkan
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mengambil langkah | kepada Pokja
sesuai ketentuan Pemilihan
tentang lelang secara | Penyedia
elektronik Barang/Jasa untuk
mengambil
langkah sesuai
ketentuan tentang
lelang elektronik
4 |Bisa  dijelaskan  bagaimana | Soft file penawaran | Soft file
Prosedur dan tahapan yang | disandi penawaran disandi
Bapak/Ibu lakukan dalam proses | menggunakan menggunakan
unggah file penawaran? Apendo penyedia. Apendo penyedia.
Soft file penawaran | Soft file
yang akan disandi penawaran yang
dipilih, kemudian akan disandi
dimasukkan ke dipilih, kemudian
dalam apendo dimasukkan ke
penyedia, dalam apendo
selanjutnya penyedia,
dimasukkan kunci selanjutnya
publik ke tempat dimasukkan kunci
yang telah tersedia | publik ke tempat
dalam appendo yang telah tersedia
penyedia. Kunci dalam appendo
publik telah tersedia | penyedia. Kunci
di dalam SPSE, publik telah
berbentuk gabungan | tersedia di dalam
huruf, angka, tanda | SPSE, berbentuk
baca tersusun secara | gabungan huruf,
acak, berbeda-beda | angka, tanda baca
untuk setiap paket tersusun secara
pekerjaan yang acak, berbeda-
dilelang, lalu klik beda untuk setiap
enkripsi. Hasil paket pekerjaan
enkripsi akan keluar | yang dilelang, lalu
file klik enkripsi.
namaperusahaan- Hasil enkripsi
kodelelang.ths. file | akan keluar file
hasil enkripsi namaperusahaan-
tersebut yang kodelelang.ths.
diunggah ke dalam | file hasil enkripsi
SPSE tersebut yang
diunggah ke
dalam SPSE
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Hasil wawancara dengan Kelompok Kerja {Pokja) Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa, terkait dengan Prosedur dan tahapan enkripsi soft file penawaran serta
unggah ke SPSE yang sudah yang dijalankan oleh perusahaan peserta e-tendering yang
penawarannya tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaan
SPSE.
Peserta e-tendering penawarannya tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja)
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, tahapan dan prosedur yang dijelaskan oleh CV.
Zinger dan CV. Madagskar adalah “Soft file penawaran disandi menggunakan Apendo
penyedia. Soft file penawaran yang akan disandi dipilih, kemudian dimasukkan ke
dalam apendo penyedia, selanjutnya dimasukkan kunci publik ke tempat yang telah
tersedia dalam appendo penyedia. Kunci publik telah tersedia di dalam SPSE,
berbentuk gabungan huruf, angka, tanda baca tersusun secara acak, berbeda-beda untuk
setiap paket pekerjaan yang dilelang, lalu klik enkripsi. Hasil enkripsi akan keluar file
namaperusahaan-kodelelang.rhs. File hasil enkripsi tersebut yang diunggah ke dalam
SPSE”, apakah penjelasan tersebut benar dan sesuai dengan yang seharusnya?

“Benar, Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) terbagi 2 (dua), ada Apendo

untuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan

dan ada Apendo untuk penyedia barang/jasa. Apendo untuk penyedia
merupakan aplikasi untuk melakukan enkripsi soft file penawaran penyedia
barang/jasa sebelum diunggah ke dalam SPSE yang mengikuti proses lelang
secara elektronik, sedangkan Apendo Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kebalikan dari Apendo penyedia, yaitu untuk mengurai

kembali (dekripsi) soft file yang sudah di-enkripsi” (Wawancara pada tanggal
22 Maret 2018).
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Sehubungan dengan permasalahan soft file penawaran peserta e-tendering yang tidak

dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, penulis

melakukan wawancara dengan Sdr. Rahayu Putra, Direktur CV. Zinger, dan Sdr.

Darmawan Putra B., Direktur CV. Madagskar. Hasilnya sebagaimana dalam tabel 4.3

berikut.
Tabel 4.3.
Hasil Wawancara dengan Direktur CV. Zinger dan Direktur CV. Madagskar
Jawaban
Rahayu Putra Darmawan Putra,
Direktur CV. B, Direktur CV.
Zinger, berdiri : 29- Madagskar,
No Pertanyaan 1-2013 berdiri : 2-1-2013
{wawancara (wawancara
dilakukan pada dilakukan pada
tanggal 10 Februari tanggal 10
2018) Februari 2018)
1 | Apakah Perusahaan Bapak/Ibu/Sdr
pernah mengikuti bimbingan teknis
tentang  pemilithan  penyedia | Pernah Tidak Pernah
barang/jasa secara e-tendering?
Apabila pernah, dimana | Di mang LPSE -
dilaksanakan? Aceh Tengah
Siapa yang melaksanakan? ULP Aceh Tengah | -
2 | Apakah perusahaan Bapak/Tbuw/Sdr
pernah mengikuti proses | Pernah Pernah
pelelangan melalui e-tendering?
Apabila pernah, apakah perusahaan
Bapak/Ibu/Sdr telah mengikuti
setiap tahapannya sesuai dengan | Ya Ya
prosedur e-tendering?
3 | Apakah Perusahaan Bapak/Ibuw/Sdr | Pernah Pemnah
pernah mengalami penawaran yang
telah diunggah ke dalam SPSE
tidak dapat dibuka oleh Kelompok
Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa ?
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Apabila pernah, pada saat| Pengembangan Rehabilitasi

perusahaan Bapak/Ibu/Sdr | Bawang Merah Jaringan irigasi

mengikuti lelang secara elektronik | (Otsus) D.I. Tamak

untuk paket pekerjaan apa? Lelabu

Di Dinas mana? Dinas Pertanian Dinas Pekerjaan
Tanaman Pangan Umum dan
Kabupaten Aceh Penataan Ruang
Tengah Kabupaten Aceh

Tengah
Apabila pernah, apakah Kelompok | Ya Ya

Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa memberitahukan
perihal tersebut kepada
Bapak/Ibu/Sdr?

Apabila ada diberitahukan

File penawaran

Akan meminta

permasalahan tersebut, apa yang | disampaikan ke ULP, meneruskan
disampaikan oleh Kelompok Kerja | ULP, apabila tidak | file tersebut ke
(Pokja)  Pemilihan  Penyedia | bisa dibuka oleh LKPP di Jakarta
Barang/Jasa? ULP, maka akan untuk dilakukan
diteruskan ke LKPP | uji forensik,
di Jakarta untuk hasilnya akan
dilakukan uji diberitahukan
forensik file
elektronik, hasilnya
akan diberitahukan
Apakah personil yang membuat | Hanya faham Hanya lelang
penawaran Perusahaan | teniang lelang elektronik
Bapak/Ibu/Sdr memahami tentang | elektronik
Teknologi Informasi?
Apakah sarana prasarana | Komputer memadai, | Komputer
pendukung teknologi informasi | internet tidak punya, | memadai, intemnet
perusahaan Bapak/Ibu/Sdr | hanya melalui tidak punya,
memadai untuk mengikuti e- [ warnet hanya melalui
tendering? rekan-rekan
sesama
kontraktor yang
memiliki fasilitas
internet
Bagaimana unggah file penawaran | File dicopy ke Upload
ke dalam SPSE? dalam flashdisk, menggunakan
upload di wamnet laptop sendiri,
fasilitas internet
dari tempat
rekan-rekan.
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Terkait dengan permasalahan soft file penawaran peserta e-tendering yang tidak
dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, maka
prosedur yang dilakukan, yaitu :

1. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP mengirimkan Surat
Permohonan Bantuan kepada LPSE Kabupaten Aceh Tengah untuk membuka file
penawaran yang tidak bisa dibuka sesuai form yang telah disediakan (Form Uji
Forensik).

2. Help Desk LPSE akan mencoba membuka file penawaran tersebut, jika berhasil
maka akan diberitahukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa. Jika Tidak maka diteruskan kepada Admin untuk dicoba buka kembali
dan apabila bisa dibuka maka admin akan memberitahukan Help Desk bahwa file
tersebut bisa dibuka. Apabila tidak berhasil dibuka maka LPSE Kabupaten Acch
Tengah akan mengeluarkan Berita Acara (BA) Permohonan Uji Forensik terhadap
file rhs yang tidak dapat dibuka untuk diteruskan kepada LKPP.

3. Help Desk LPSE akan mengirimkan permohonan Uji Forensik disertai Berita Acara
kepada LKPP untuk di lakukan Pengujian dan Analisa dan selanjutkan jika telah
selesai pada LKPP akan disampaikan klarifikasi kepada Kelompok Kerja (Pokja)
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Secara rinci tindak lanjutnya dapat dilihat dalam bagan alir sebagaimana

tampak pada gambar 4.36 berikut.
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ULP Helpdesk Admin LKPP
| Mulai l
A 4
Tidak dapat membuka
solt file dokumen
penawaran penyedia
Y
Mengirim mrat/email Menerima surat/email
permohanan bantuen permohonan bantnan
membuka soft file membuka saft file
dokumen penawaran dokumen penawaran
penyedia penyedia
Melakukan pengujian
pembukean soft file
dolumen penawaran
penycdia
I
Ya

Tidak 1

i Melakukan pengujian
Memberitzhukan g:z::;m soft file
kepada Pokja P::i.am
Pengadaan, sofi fle peny
Menerima klarifikasi |l dnh.:;:n gmawm
at ditaka

L Ya Berhasil ?

[ Selesar
Tidak

¥

Membuat Berita Acala
permohonan uji forensik
sofi file dokumen
penawaran pemyedia
Melakukan pengujian sofi
¢ =M  file dokumen penaweran
penyedia
Menerima klarifikasi Mengirimkan email
analisa sofl file e Pernchonan uji
dokumen penawaran ]_ forensik disertai Berita \
penyedia Hasil analisa soft file Acara
dokumen p m Membuat dan mengirimkan
penyedia hasil analisa soft file
Hasil analisa soft file * dokumen penawaram
dolumen penaweran penyedia
- penyedia
Gambar 4.36

Alur kegiatan penanganan soft file penawaran yang tidak dapat dibuka oleh
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
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Tujuan dilakukannya uji forensik sebagai berikut :

a. Menjamin terselesaikannya permasalahan terkait pembukaan file penawaran (.rhs)
oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b. Menjamin didapatkannya kepastian status dokumen penawaran yang gagal
dideskripsi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

¢. Menjamin terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik
yang dilaksanakan melalui LPSE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

Kasus CV. Zinger, nama paket : Pengembangan Bawang Merah (Otsus) pada
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah

Soft file penawaran yang di-unduh tidak dapat dibuka (dengan Apendo). Ketika
diklarifikasi kepada penyedia, mereka mengaku telah mengunggah berkas penawaran.
Tetapi setelah ditanya lebih lanjut, ternyata mereka meng-unggah file penawaran yang
telah dicopy ke flashdisk di warnet, yang kapasitas koneksinya tidak jelas serta dipakai
oleh banyak pengguna warnet lainnya.

Penggunaan koneksi internet yang tidak maksimal berisiko terhadap berkas
penawaran yang tidak ter-unggah sempurna. Hal ini berakibat pada gugurnya
penawaran akibat soft file penawaran tidak dapat dibuka.

Pada kasus CV. Zinger, Pokja II Pengadaan Barang pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah menggugurkan penawaran, setelah
menerima surat dari LPSE, meneruskan surat dari LKPP tentang hasil uji forensik soft

file penawaran CV. Zinger oleh LKPP. Surat nomor 2576/D-11.3/04/2016, tanggal 1
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April 2016, hal Surat Keterangan Hasil Forensik (Lampiran 1). Alasan gugurnya
penawaran CV. Zinger yang dibuat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa adalah : File penawaran CV. ZINGER-959296.ths tidak bisa dienkripsi
melalui Appendo Panitia Surat LKPP Nomor 2576/D-I1.3/04/2016, tanggal 1 April
2016, hal Surat Keterangan Hasil Forensik, untuk penawaran CV. Zinger,
menyatakan : 1. APENDO panitia tidak dapat melakukan proses dekripsi, 2. Kegagalan
proses deskripsi karena file. RHS mengalami kerusakan (corrupt).

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.37 berikut.
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Gambar 4.37

Hasil evaluasi penawaran terhadap CV. Zinger
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Kasus CV. Madagskar, nama paket : Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Tamak
Lelabu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh
Tengah

Berkas penawaran yang diunggah setelah di-enkripsi dengan Apendo ternyata
hasilnya dokumen penawaran tidak dapat dibuka. Ketika diklarifikasi kepada penyedia,
mereka mengaku telah mengunggah berkas penawaran. Tetapi setelah ditanya lebih
lanjut, ternyata mereka meng-unggah dokumen penawaran di rumah rekan sesama
kontraktor, yang mungkin pada saat unggah soft file penawaran kapasitas koneksi
internetnya rendah serta dipakai oleh rekan-rekan yang lainnya.

Penggunaan koneksi internet yang rendah berisiko terhadap berkas penawaran
yang tidak terunggah sempurna. Hal ini berakibat penawaran dinyatakan tidak lengkap
dan penawaran tersebut digugurkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa,

Pada Kasus CV, Madagskar, Pokja I Pengadaan Jasa Konstruksi pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, mengugurkan
penawaran, setelah menerima surat dari LPSE, meneruskan surat dari LKPP tentang
hasil uji forensik soft file penawaran CV. Madagskar oleh LKPP. Surat Nomor 1568/D-
11/3/02/2017, tanggal 24 Februari 2017, perihal Surat Keterangan Hasil Uji Forensik
(Lampiran 2). Alasan gugurmnya penawaran CV. Madagskar yang dibuat oleh
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah : File Enskripsi
penawaran harga dan teknis yang disampaikan tidak bisa di buka dengan Aplikasi
Pengaman Dokumen {APENDO)/Spamkodok.

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.38 berikut
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Gambar 4.38
Hasil evaluasi penawaran terhadap CV. Madagskar
Dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering, Lampiran, angka 2.a.5)
5) Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran, serta Pengumuman Pemenang
a) Pada tahap pembuksan penawaran, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa ULP mengunduh {download) dan melakukan dekripsi
file penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok.
b) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang

tersedia pada aplikasi SPSE.
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¢) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi),
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP wajib
menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE dan bila dianggap periu
LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.

d) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka yang disampaikan
kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan
kondisi file penawaran kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa ULP.

¢) Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila file penawaran tidak dapat
dibuka maka Kelompok Kerja (Pokja) Pemilithan Penyedia Barang/Jasa ULP

| dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat
sebagai penawaran dan Penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran
tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran.

f) Dengan adanya proses penyampaian file penawaran yang tidak dapat dibuka
(dekripsi} sebagaimana dimaksud dalam huruf c), Kelompok Kerja (Pokja)
Pemilithan Penyedia Barang/Jasa ULP dapat melakukan penyesuaian jadwal
evaluasi dan tahapan selanjutnya.

Terkait kedua kasus tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Kasubbag
Pengelolaan SPSE
Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan terhadap soft file penawaran yang tidak dapat

dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa?
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“untuk soft file yang tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja)

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, maka langkah yang ditempuh adalah

mencoba membuka file tersebut di LPSE. Namun pada saat itu kedua soft file

tersebut tidak bisa dibuka, sehingga soft file-nya dikirim ke LKPP untuk
dilakukan analisis dengan nama uji forensik. Hasil uji forensik soft file tersebut
oleh LKPP diteruskan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa. Hal tersebut dilakukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, Lampiran

Angka V Aktvitas Pemilihan Secara E-Tendering, Angka 2 : pelaksanaan

pemilihan huruf € (Wawancara pada tanggal 22 Maret 2018)

Isi dari Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-
Tendering, Lampiran Angka V Aktivitas Pemilihan Secara E-Tendering, Angka 2 :
pelaksanaan pemilihan, huruf e, adalah :
€. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi

1) Pada tahap pembukaan penawaran, ULP mengunduh {download) dan
melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO

2) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang
tersedia pada aplikasi SPSE

3) ULP dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3(tiga) penawar
terendah.

4) Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (file dengan ekstensi *.rhs),
ULP wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka
(dekripsi) tersebut ke LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan
file tersebut kepada LKPP

5} Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) yang
disampaikan kepada LPSE atanu LKPP, maka LPSE atau LKPP akan

memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada ULP.
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6) Dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana angka 4) di atas,
ULP dapat melakukan pemunduran jadwal.

7) Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi} dilakukan secara
manual (offline) diluar aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut
dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE.

8) ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan tentang
keabsahan dan substansi jaminan penawaran.

9) Ketidakabsahan atau kemungkinan penolakan klaim jaminan terhadap softcopy
surat jaminan yang ditunjukkan oleh ULP dapat dilaksanakan terhadap calon
pemenang,

10) Pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran asli dilaksanakan
terhadap calon pemenang.

11) Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk
melalui email) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan
proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE

12) Penggunaan aplikasi APENDO oleh bukan pihak yang sebenamya akan
berakibat penawaran dianggap tidak sah.

Dalam sistem e-tendering, pada tahapan pembukaan file, yang dimaksud
pembukaan artinya benar-benar hanya membuka file yang telah dikirimkan oleh
peserta pengadaan. Seluruh file yang telah dikirimkan oleh peserta, hanya dapat dibuka
pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat pembukaan file penawaran.

Pembukaan filenya juga tidak bisa menggunakan aplikasi sembarangan, melainkan
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juga harus menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara, yaitu
Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).

Dalam menjatankan perangkat lunak e-tendenng yang disebut dengan SPSE,
dibutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap penggunanya yaitu Kepala Dinas
selaku Pengguna Anggaran, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
serta Penyedia Barang/jasa. Penguasaan dan pemahaman tentu harus dilakukan
melalui bimbingan teknis kepada para pengguna SPSE. Pengguna SPSE dalam e-
tendering adalah penyedia barang/jasa, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa pengadaan serta Kepala Dinas selaku PA. Berikut wawancara dengan
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Sejak diberlakukan lelang secara elektronik dengan SPSE, berapa kali diadakan
bimbingan teknis SPSE, siapa saja pesertanya ?

“Bimbingan teknis tentang SPSE hanya dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pada

tanggat 12-15 Agustus 2013 dan pada tanggal 5-6 Desember 2017. Pesertanya

adalah Penyedia barang/jasa dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa.” (Wawancara tanggal 22 Februari 2018)

Bagaimana dengan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, mengapa tidak
diikutkan sebagai peserta dalam bimbingan teknis SPSE?

“Dalam aplikasi SPSE, menu yang tersedia untuk PPK atau untuk Kepala Dinas

hanya input SPPBJ dan Kontrak. Jadi tugasnya hanya sedikit”. (Wawancara

tanggal 22 Februan 2018)

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi SPSE kepada penyedia

barang/jasa serta kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa,

yang menjadi trainer/instruktur, apakah mengundang narasumber/instruktur dari LKPP
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atau sudah ada personil dari kalangan PNS pada LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh

Tengah.

“Untuk sistim yang sudah ada yaitu Aplikasi SPSE versi 3.6, pelaksanaan
bimbinan teknis tidak mengundang narasumber/instruktur dari LKPP, yang
menjadi instruktur adalah PNS yang telah dibekali dengan Bimbingan Teknis
oleh LKPP untuk menjadi trainer. PNS yang menjadi trainer/instruktur yang
sudah dibekali dengan Bimbingan Teknis pada I.PSE Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah sebanyak 2 (dua) orang, yang saat ini PNS tersebut bukan sebagai
staf pada LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. 1 (satu) orang, sekarang
menduduki jabatan eselon IV pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah, dan yang
1 (satu) lagi menduduki jabatan eselon IV pada Dinas Perumahan dan
Permukiman Kabupaten Aceh Tengah. Jika ada update sistim, misalnya
aplikasi SPSE Versi 3.6 berubah menjadi aplikasi SPSE Versi 4, maka untuk
pelatihannya kami mengundang narasumber/instruktur dani LKPP. Bimbingan
Teknis pada tanggal 5-6 Desember 2017 merupakan Bimbingan teknis update
sistim dari versi 3.6 ke versi 4.” (Wawancara tanggal 22 Februari 2018).

Mengapa tidak dilakukan bimbingan teknis untuk tahun selanjutnya, yaitu pada
tahun 2014, tahun 2015 atau tahun 2016, artinya bimbingan teknis mengapa tidak
dilakukan setiap tahun?

“Tidak pernah, karena kita kesulitan dalam berkoordinasi dengan trainer, yang
mana kita pun maklum dengan kesibukan mereka, apalagi mereka sudah
menduduki jabatan pada Dinas Teknis, yaitu Bappeda serta Dinas Perumahan
dan Permukiman. Kalaupun harus berkoordinasi dengan mereka, hanya lewat
telepon. Pada tahun 2013, awal mulai terbentuknya LPSE, masih bersifat
adhoc, LPSE melekat pada Bagian Administrasi Pembangunan Seckretariat
Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2 (dua) orang PNS yang menjadt trainer
masih bertugas sebagai staf di Bagian Administrasi Pembangunan.”
(Wawancara tanggal 22 Februari 2018)

Mengapa tidak dikirim PNS yang lain untuk mengikuti Bimbingan Teknis di
LKPP untuk menjadi Trainer?

Staf pada Bagian Admimistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Aceh Tengah saat ini tidak ada yang memahami dan menguasai teknologi

informasi, sehingga tidak berminat menjadi trainer. Dicoba ditawarkan ke

Dinas lainnya, tidak ada yang bersedia, dengan alasan nantinya tidak maksimal

di LPSE, karena terikat dengan tugas-tugas rutin di Dinas tempat PNS bekerja.
(Wawancara tanggal 22 Februari 2018)
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B3.1. Evaluasi penawaran dan penetapan pemenang

Melakukan evaluasi terhadap seluruh file penawaran yang masuk dan dapat
diurai ke dalam bentuk format yang dapat dibaca oleh perangkat lunak dalam
komputer. Evaluasi yang dilakukan terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi
administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi serta verifikasi,
klarifikasi terhadap dokumen penawaran.
a. Koreksi Aritmatik

1) Sebelum evaluasi penawaran, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan
harga satuan dan lump sum dilakukan koreksi aritmatik untuk dengan ketentuan:
a) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan
pekerjaan, dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan
yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan

c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam
harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan
harga tetap dibiarkan kosong.

2) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan
peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat
semula.

3) Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak Lump Sum yang melampirkan daftar
kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan

yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam
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Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.
4) Pelaksanaan evaluasi dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
5) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang
menawar harga kurang dari HPS, proses pelelang tetap dilanjutkan dengan
melakukan evaluasi penawaran.
Pengisian hasil koreksi aritmatik ke dalam Sistim Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE), sebagaimana tampak pada gambar 4.39 berikut :
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o £50.000.000 650.000.000
b .
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chish !

i g P . -
§ Contoh Formak Panultsan Herga Perawaran dan Harga Tarkoroias  1,000.000.000

Gambar 4.39
Mengisi basil koreksi aritmatik ke dalam SPSE
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b. Evaluasi administrasi
1. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak
dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
2. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
2.1. syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan
dipenuhi/dilengkapi;
2.2, surat penawaran:
a. ditandatangani oleh:

1. direktur utama/pimpinan perusahaan;

il. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya;

1ii. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik;

iv. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili
perusahaan yang bekerja sama; atau

b. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
c. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi
jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
d. bertanggal.
2.3. surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan
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asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran
dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan;

€. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan
Penawaran;

d. besaran nilat Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;,

f. nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP
yang mengadakan pelelangan; dan

g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang
dilelangkan.

2.4. ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan
keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta
memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat
pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

3. ULP dapat melakukan kiarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan
meragukan;
4. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi

teknis;
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¢. Evaluasi Teknis
1) Evaluasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Barang
a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi
persyaratan administrasi;
b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;
¢) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai
berikut :

(1) Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP menilai
persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan
pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan;

(2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila;

(a) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,
brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;

(b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadwal serah terima
pekerjaan (dalam hal serah terima pekerjaan dilakukan per termin)
yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

{(c) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan
lengkap dan jelas (apabila diperlukan);

(d) layanan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen

Pengadaan (apabila dipersyaratkan);
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(e) tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan (apabila diperlukan); dan

(f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

(3) Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP (apabila
diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat
tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan;

(4) evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang
batas terhadap unsur teknis yang dinilai;

(5) dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang menggunakan
ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila
masing-masing unsur maupun nilai total keselunthan unsur memenuhi
ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

d) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau
meragukan, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP
melakukan klanfikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan
penawaran;

¢) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi
harga;

f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis,
maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;

g) apabila dan 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik tidak ada

yang memenuhi persyaratan teknis maka Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
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Penyedia Barang/Jasa ULP dapat melakukan evaluasi penawaran terhadap
penawar terendah berikutnya (apabila ada); dan
h) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan
dinyatakan gagal.
2) Evaluasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi
a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi;
b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan;
c) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai
berikut :
(1) evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan
teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:

(a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan;

(b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

(c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen

Pemilihan;
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(d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokurmnen Pemilihan;

(¢) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta
posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
organisasi pelaksanaan yang diajukan; dan

(f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokurnen Pemilihan.

(3) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutw/teknis/fungsi untuk
bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;

(4) evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan system ambang
batas terhadap unsur teknis yang dinilai;

(5) dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang
batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-
masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang
batas minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

d) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau
meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat
menggugurkan penawaran;

e) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi
harga;

f) apabila hanya ada 1 (sate) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis,

maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
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g) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan
dinyatakan gagal.
3) Evaluasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
(1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi;
(2) Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan
(3) Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka
tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan jumlah perolehan
nilai dari para peserta, dengan ketentuan:
(a) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman perusahaan,
pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli;
(b) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang
telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
(c) acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut:
i. pengalaman perusahaan (10— 20 %);
ii. pendekatan dan metodologi (20 — 40 %);
iii, kualifikasi tenaga ahli (50 — 70 %),
iv. jumilah (100 %);
v. penetapan bobot yang digunakan unfuk masing-masing unsur,
dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang

akan dilaksanakan,
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(d) untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman
perusahaan dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi
dan perencanaan teknis, penckanan lebih diberikan kepada kualifikasi
tenaga ahli,

(4) Pengalaman Perusahaan, penilaian dilakukan atas:

(a) pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis
dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh)
tahun terakhir;

(b) pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi kegiatan mendapat
tambahan nilai;

(c) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan
informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data
pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai,
dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);

(d) penilaian juga dilakukan terhadap jumiah pekerjaan yang sedang
dilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur pengalaman juga
dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas peserta
yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;

{e) pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi dari
pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang
bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Apabila referensi dari
pengguna jasa dipersyaratkan, pengalaman perusahaan peserta yang

tidak memiliki referensi, tidak diberi nilai. Sub unsur yang dinilai,
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antara lain:

i. pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis;

ii. pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan;

iii. pengalaman manajerial dan fasilitas utama;

iv. Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli

tetap.
(5) Pendekatan dan Metodologi, penilaian dilakukan atas:

(a) pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan
yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas
metodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai antara lain:

i, pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian
terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan kegiatan, lingkup serta
jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang
diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan;

ii. kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi : ketepatan
menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan
dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara
metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi,
tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia,
orang bulan (personmonth) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu
pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta
jumlah tenaga ahli yang diperiukan, program kerja, jadwal pekerjaan,

jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan
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kebutuhan fasilitas penunjang;

ii.hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis,
gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan
laporan-laporan;

iv. fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta
dalam KAK.

(b) peserta yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas
keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih.

(6) Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas:

(a) tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan
memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang
telah diindikasikan di dalam KAK;

(b) sub unsur yang dinilai pada tenaga ahli, antara lain:

1. tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau
perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah
diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditast,
dibuktikan dengan salinan ijazah;

il. pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK.
Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin
pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula
pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim;

iii.sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang

berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang
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disyaratkan dalam KAK, seperti sertifikat ahli arsitek yang
dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Apabila sertifikat
keahlian/profesi dipersyaratkan, tenaga ahli yang tidak memiliki
sertifikat keahlian/profesi, tidak diberi nilai;
iv.lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, Bahasa Indonesia (bagi
konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity)
atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil
yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan
nilai lebih tinggi.
{(c) Tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang dari tingkat pendidikan
yang dipersyaratkan dalam KAK tidak diberi nilai.
(d) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang
dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai.
(7) Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing
grade) yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

(8) Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis, Seleksi dinyatakan

gagal.

Pengisian hasil evaluasi teknis ke dalam Sistim Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE), sebagaimana tampak pada gambar 4.41 berikut :

116

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43468.pdf

Cong Tl o

BT AR R G TR IR A

N
Q
:
§
L
8
a
g

T LT L TN O GRS, e R L T

'S PT. Jova Al Mclak L g

Haao ki sesan mivnal § karatir o Srdapat payedie yng ik ditd mtan H
Simpan Kem bati -
Gambar 4.41

Mengisi hasil evaluasi teknis ke dalam SPSE

d. Evaluasi Harga
a) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atan penting,
dengan ketentuan:

(1) total harga penawaran terhadap nilai total HPS:
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(a) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan
gugur; dan

(b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan
dinyatakan gagal.

(2) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110%
(seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS,
dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga
satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang
hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan
klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya
dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;

(4) untuk kontrak lump sum:

(a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara
angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
{(b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam
huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan
angka; atau
(c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran
dinyatakan gugur.
b) dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda

dibandingkan dengan perkiraan ULP;

118

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43468.pdf

(2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan
puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:

(a) apabila peserta tersebut ditunjuk secbagai pemenang lelang, harus
bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima
perseratus) dari nilai total HPS; atau

(b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai
Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan
Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

c) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

Pengisian hasil evaluasi harga ke dalam Sistim Pengadaan Secara Elektronik

{SPSE), sebagaimana tampak pada gambar 4.42 berikut :
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Gambar 4.42
Mengisi hasil evaluasi harga ke dalam SPSE

¢. Evaluasi Kualifikasi dan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
Evaluasi Kualifikasi
1. Dalam hal satu file Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang

lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
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2. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode
sistern gugur.

3. Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan
penawaran (untuk peserta yang melakukan kemitraan/K SO).

4. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII

Dokumen Pengadaan ini.

5. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:

1) Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)
formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian
Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau

2) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali
peserta perorangan;

3) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;

4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta
perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;

5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak
terakhir (SPT tahunan). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan
menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF), atau dokumen sejenis dari

negara asal Penyedia jasa (bila ada);
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6) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro,
Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan
yang sesuai untuk usaha non-kecil;

. 8) dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO:

(a) peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang
memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili
Kemitraan/KSQ tersebut; dan

(b) untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSQ, evaluasi persyaratan
pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap
perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO

9) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISQO, apabila diperlukan.

6. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas makadilakukan
klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubahsubstansi formulir isian
kualifikasi.

7. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudahmerupakan ajang
kompetisi, maka data yang kurang tidak dapatdilengkapi.

8. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.
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Tata Cara Evaluasi Kualifikasi

A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

1,

data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama
Operasi  ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian
Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
diheﬁtikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta
perorangan ticak masuk dalam Daftar Hitam;

memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak
terakhir (SPT Tahunan);

memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dart
3 (tiga) tahun;

memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang

pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
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8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil
yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan,

10. memiliki  surat keterangan dukungan keuangan dari bank
pemerintah/swasta untuk mengikuti Pengadaan Jasa Konstruksi paling
kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS);

11. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO:

a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan
yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili
kemitraan/KSQ tersebut;

b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 10 dilakukan
untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO;

12. untuk usaba non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan
yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan:

a. KD = 3 NPt

H

NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang

sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;

b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari
perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;

c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;

d. pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak

dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;
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e. nilaj pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan
sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

NPs = Npo x -5
s=Npox -

NPs = Nilai pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada)
saat serah terima pertama

Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima
pertama

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila
belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan
indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalahindeks yang merupakan komponen

terbesar dari pekerjaan;

13. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

a. SKP = KP-jumlah paket yang sedang dikerjakan
KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan
Untuk usaha kecil:

KpP = 3
Untuk usaha non kecil:
KP = 6atauKP=1,2N
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N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani
pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun
terakhir;

b. dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua
perusahaan yang bermitra/KSO;
14. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila disyaratkan.

B. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP memeriksa dan
membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi
dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam bal:
1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

C. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak
digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan
peraturan perundangan-perundangan.

D. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Kelompok
Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP dapat meminta peserta
untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah
substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melalui aplikasi SPSE.

E. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang
kurang tidak dapat dilengkapi.

Pengisian hasil evaluasi kualifikasi ke dalam Sistim Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE), sebagaimana tampak pada gambar 4.43 berikut :
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tentar nerapan | da n proo : pemilil 1 penyedia 1  1g/ pa
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :
Dalam penerapan aplikasi Sistim Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), apakah
Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
pemilih  penyedia barang/jasa
“Permasalahan tidak ada, hanya saja Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran
dalam pemilihan penyedia barang/jasa pada tahapan penerbitan Sl...J dan
Penandatanganan kontrak tidak mengunggah SPPBJ dan kontrak ke dalam
SPSE, sedangkan salah satu tugas dan fungsinya dalam proses e-tendering
adalah mengunggah SPl.. yang telah diterbitkan ke dalam .. .. serta
mengunggah kontrak berikut lampirannya ke dalam SPSE”. (Wawancara pada
tanggal 22 Maret 2018)
" "1k mengetahui bahwa Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah tidak
melakukan input SPPBJ ke dalam SPSE untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa

secara elektromik tampak pada gambar 4.62 sampai dengan gambar 4.64 beri L.
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Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 4.4
Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Kepala
Dinas Syariat Isiam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas

43468.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawaban
Kepala Dinas Kepala Dinas | Kepala Dinas | Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Pendidikan Syariat Islam Perumahan
dan Penataan Kabupaten dan dan
Ruang Kabupaten | Aceh Tengah Pendidikan Permukiman
Aceh Tengah (Drs. Dayah Kabupaten
{Subandhy, AP, Nasaruddin, Kabupaten Aceh Tengah
No Pertanyaan M.5i, wawancara wawancara Aceh Tengah (Jauhari, ST,
dilakukan pada dilakukan (Drs. H. Alam wawancara
tanggal 12 pada tanggal | Syuhada,MM) | dilakukan pada
Februari 2018) 12 Februari WawAncara tanggal 13
lantik 5-2-2018 2018) dilakukan Februari 2018)
pada tanggal
13 Februari
2018)
I Apakah Bapak/Tbu | Tidak Tidak Paham | Tidak Tau Tidak
memahami aplikasi | Mengetahui
Sistem Pengadaan
Secara Elektronik
(SPSE) ?
2 Apakah Bapak/Ibu | Tidak pemah Tidak pernah | Tidak pernah | Tidak pemah
pemah mengikuti
bimbingan teknis
untuk memahami
peran Pengguna
Anggaran dalam
pemilihan penyedia
barang/jasa melalui
elektronik dengan
menggunakan
aplikasi SPSE?
Apabila pemah, - - - -
dimana
dilaksanakan?
Siapa yang - - - -
melaksanakan?
3 Untuk dapat masuk | Tidak tau Tidak tau, Pernah Pernah
ke dalam SPSE, semua yang
apakah Bapak/Ibu urus staf
pernah diberikan
User ID dan
Password?
Apabila pernah, Tidak pernah Tidak pemah | Tidak pemah | Tidak pemah
apakah Bapak/Tbu
pernah masuk ke
dalam SPSE?
153
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Apakah Bapak/Ibu | Tidak Tau Tidak pernah | Tidak permah | Tidak pernah
pernah melakukan
input SPPBJ yang
sudah Bapak/Ibu
tandatangani ke
dalam SPSE?
Apabila pernah, Tidak Tau - - -
berapa SPPBJ yang
Bapak/Tbu input?
Apabila tidak Tidak mengetahui | Tidak tau Tidak tau Tidak tau
pernah, mengapa? | tentang SPSE bagaimana sistim lelang
karena baru caranya elektronik
dilantik menjadi Kepala Dinas
Kepala Dinas juga harus
Pekerjaan Umum terlibat
dan Penataan
Ruang
Kabupaten Aceh
Tengah pada
tanggal 5
Februari 2018
Apa kendalanya? Tidak tau Bukan tupoksi | Terlalu Tidak tau
kepala dinas banyak kalau SPPBJ
pekerjaan, harus
tidak sempat | dimasukkan ke
dalam sistim
lelang
elektronik

Dalam tabel 4.4 tersebut di atas, Jawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, baru dilantik menjadi Kepala Dinas tersebut
pada tanggal 5 Februari 2018, jadi tidak mengetahni paket pekerjaan pada dinas
tersebut SPPBJ diinput atau tidak ke dalam SPSE. Untuk memperjelas
permasalahannya, maka ditambah 1 (satu) orang informan lagi, yaitu Mantan Kepala

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lama. Hasil wawancaranya tampak

pada tabel 4.5 berikut :
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Tabel 4.5
Hasil Wawancara dengan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Aceh Tengah

Jawaban
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh
No Pertanyaan Tengah (Khairuddin Yoes, ST, MM)
wawancara dilakukan pada tanggal 14
Februari 2018
1 | Apakah Bapak/Ibu memahami Tidak
aplikasi Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) ?
2 | Apakah Bapak/Ibu pernah Tidak pernah
mengikuti bimbingan teknis untuk
memahami peran Pengguna
Anggaran dalam pemilihan
penyedia barang/jasa melalui
elektronik dengan menggunakan
aplikasi SPSE?
Apabila pernah, dimana -
dilaksanakan?
Siapa yang melaksanakan? -
3 | Untuk dapat masuk ke dalam Pernah
SPSE, apakah Bapak/Ibu pernah
diberikan User ID dan Password?
Apabila pernah, apakah Bapak/lbu | Tidak pernah
pernah masuk ke dalam SPSE?
4 | Apakah Bapak/Ibu pernah Tidak pernah
melakukan input SPPBJ yang
sudah Bapak/Ibu tandatangani ke
dalam SPSE?
Apabila penah, berapa SPPBJ -
yang Bapak/Tbu input?
Apabila tidak pernah, mengapa? Tidak memahami dan menguasai
tentang SPSE
Apa kendalanya? Hanya mengetahui lelang secara
elektronik dilakukan oleh Kelompok
Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Selanjutnya, melakukan wawancara dengan Penyedia Barang/Jasa, terkait

dengan Peran Pengguna Anggaran dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Wawancara dengan Penyedia barang/jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Aceh Tengah, tampak pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6

Hasil wawancara dengan Direktur CV. Damar Mutiara Gayo, Direktur CV. Delapan
Satu Tiga Jaya, Direktur CV. Dating Consultant Engineer sebagai penyedia barang/
jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawaban
CV. Damar CV. Delapan | CV. Dating
Mutiara Gayo, Satu Tiga Consultant
direktur : Jaya, Engineer,
Fauzi direktur: direktur :
Zulkarnain, Wiwin Ampera
berdiri : 8-1- Ankodita, Gencha,
No Pertanyaan 2009 berdiri : 8-1- | berdiri : 8-11-
(Wawancara 2014 1999
dilakukan (Wawancara | (Wawancara
pada tanggal dilakukan dilakukan
15 Februart | padatanggal | pada tanggal
2018) 15 Februari 15 Februart
2018) 2018)
1 | Apakah Perusahaan } Pernah Tidak permah | Pernah
Bapak/Tbu/Sdr pemah
mengikuti bimbingan teknis
tentang pemilihan penyedia
barang/jasa  secara  e-
tendering?
Apabila pernah, dimana | Kantor LPSE |- Kantor LPSE
dilaksanakan? Kabupaten Kabupaten
Aceh Tengah Aceh Tengah
Siapa yang melaksanakan? | ULP - ULP
Kabupaten Kabupaten
Aceh Tengah Aceh Tengah
2 | Apakah perusahaan | Pernah Pernah Pernah
Bapak/Ibu/Sdr pernah
memenangkan pelelangan
secara e-tendering?
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Apabila pemnah, apa nama | Rehabilitasi Peningkatan | Pengawasan

paket pekerjaannya? Jaringan Jalan Temi Pembangunan
Irigasi D.1. Delem — Paya | Jembatan
Pepalang Serngi (Otsus)

Apakah perusahaan | Tidak pernah | Tidak pernah | Tidak pernah

Bapak/Ibu/Sdr pemah

melakukan unduh Surat

Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa dari Sistem

Pengadaan Secara

Elektronik?

Apabila  tidak  pemah, | Datang ke Datang ke Datang ke

bagaimana Bapak/Ibuw/Sdr. | kantor Dinas | kantor Dinas | kantor Dinas

Memperoleh SPPBJ? Pekerjaan Pekerjaar: Pekerjaan
Umum dan Umum dan Umum dan
Penataan Penataan Penataan
Ruang Ruang Ruang
Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Aceh Tengah | Aceh Tengah | Aceh Tengah

Wawancara dengan Penyedia barang/jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tengah, tampak pada tabel 4.7 berikut.
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Tabel 4.7
Hasil wawancara dengan Direktur CV. Fadanoeh Bluek, Direktur CV. Osani Ketiara
sebagai penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Aceh Tengah

43468.pdf

Jawaban

CV. Fadanoeh
Bluek, Direktur :
Fadli, berdiri : 7-7-

CV. Osani Ketiara,
Direktur : Marwan
Effendi, berdini : 2-

No Pertanyaan 2014 (Wawancara | 8-2016
dilakukan pada (Wawancara
tanggal 17 Februari | dilakukan pada
2018) tanggal 17

Februari 2018)
1 | Apakah Perusahaan | Tidak Pernah Tidak permah
Bapak/Ibu/Sdr pernah mengikuti
bimbingan  teknis  tentang
pemilihan penyedia barang/jasa
secara e-tendering?
Apabila pernah, dimana | - -
dilaksanakan?
Siapa yang melaksanakan? - -
2 | Apakah perusahaan | Pernah Pernah
Bapak/Tbu/Sdr pernah
memenangkan pelelangan secara
e-tendering?
Apabila pernah, apa nama paket | Pembangunan Pembangunan
pekerjaannya? Pagar SMPN 33 Pagar SMPN 32
Takengon 120 M Takengon 100 M
3 | Apakah perusahaan | Tidak pernah Tidak permah
Bapak/Ibu/Sdr pemah melakukan
unduh Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa dari Sistem
Pengadaan Secara Elektronik?
Apabila tidak pemah, bagaimana | Datang ke kantor Datang ke kantor
Bapak/Tbw/Sdr. Memperoleh | Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
SPPBJ? Kabupaten Aceh Kabupaten Aceh
Tengah Tengah

Dayah Kabupaten Aceh Tengah, tampak pada tabel 4.8 berikut.

Wawancara dengan Penyedia barang/jasa Dinas Syariat [slam dan Pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

158



Tabel 4.8
Hasil wawancara dengan Direktur CV. Tajuk Senien, Direktur CV. Gladiatama
Konsulindo Group, Direktur CV. Fajar Lestari sebagai penyedia barang/jasa pada

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah
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Jawaban
CV.Tajuk | CV. Pelangi CV. CV. Fajar
Senien, Nusantara | Gladiatama Lestari,
Direktur : | Contruktions, | Konsulindo | Direktur :
Nasrun, Direktur : Group, M. Saleh,
berdirt : 17- | [wan Saputra, | Direktur: | berdiri : 9-
2-2010 berdiri : 14- Nawawi, 10-2000
No Pertanyaan (Wawancara 1-2015 berdiri ; 14- | (Wawancara
dilakukan {Wawancara 2- 2009 dilakukan
pada tanggal dilakukan | (Wawancara pada
17 Februari | padatanggal | dilakukan | tanggal 19
2018) 19 Februari pada Februari
2018) tanggal 19 2018)
Februari
2018)
1 | Apakah Pernah Tidak pernah | Pernah Pernah
Perusahaan
Bapak/Ibuw/Sdr
pernah
mengikuti
bimbingan
teknis  tentang
pemilihan
penyedia
barang/jasa
secara e-
tendering?
Apabila pernah, | Kantor LPSE | - Kantor Kantor
dimana Kabupaten LPSE LPSE
dilaksanakan? Aceh Tengah Kabupaten | Kabupaten
Aceh Aceh
Tengah Tengah
Siapa yang | ULP - ULP ULP
melaksanakan? | Kabupaten Kabupaten | Kabupaten
Aceh Tengah Acch Aceh
Tengah Tengah
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Apakah Pernah Pernah Pernah Permah
perusahaan
Bapak/Ibu/Sdr
permnah
memenangkan
pelelangan
secara e-
tendering?
Apabila pernah, | Pembangunan | Pembangunan | Perencanaan | Pengadaan
apa nama paket | Bebalen Dan | Menara, DED Moubeleur
pekerjaannya? Pagar Masjid | Pagar Masjid | Masjid Dan Buku-
Agung Babussalam | Umah Opat, | Buku
Ruhama Kp. Kemili, | Kp. Agama
Takengon Kec. Bebesen | Mongal, Untuk
Kec. Dayah
Bebesen (Otsus)
Apakah Tidak pernah | Tidak pernah | Tidak Tidak
perusahaan pemah pernah
Bapak/Ibu/Sdr
pernah
melakukan
unduh Surat
Penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa dari
Sistem
Pengadaan
Secara
Elektronik?
Apabila  tidak | Datang ke Datang ke Datang ke | Datang ke
pernah, kantor Dinas | kantor Dinas | kantor kantor
bagaimana Syariat Islam | Syariat Islam | Dinas Dinas
Bapak/Ibu/Sdr. | dan dan Syariat Syariat
Meinperoleh Pendidikan Pendidikan Islam dan Islam dan
SPPBIJ? Dayah Dayah Pendidikan | Pendidikan
Dayah Dayah

Wawancara dengan Penyedia barang/jasa Dinas Perumahan dan Permukiman
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Hasil wawancara dengan Direktur CV. J2 GIP, Direktur CV. Caya Nenggeri

Consultant, Direktur CV. Penus Graphindo Consultant sebagai penyedia barang/jasa
pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah

Jawaban
CV. 12 GIP, CV. Caya CV. Penus
Direktur : Nenggert Graphindo
Zulpanedi, Consultant, Consuitant,
berdiri : 31-12- Direktur : Direktur :
2015 DK. Khalidin Tisna
(Wawancara | Amri, berdirt : Setiawan,
No Pertanyaan dilakukan pada | 31-12-2005 | berdiri : 1-0-
tanggal 20 (Wawancara 2013
Februari 2018) | dilakukan pada | (Wawancara
tanggal 20 dilakukan
Februari 2018) | pada tanggal
20 Februari
2018)
1 | Apakah Perusahaan | Tidak Pernah Pernah Pernah
Bapak/Ibu/Sdr pernah
mengikuti bimbingan
teknis tentang pemilihan
penyedia barang/jasa
secara e-tendering?
Apabila pernah, dimana | Kantor LPSE | Kantor LPSE | -
dilaksanakan? Kabupaten Kabupaten
Acch Tengah | Aceh Tengah
Siapa vang | ULP ULP -
melaksanakan? Kabupaten Kabupaten
Aceh Tengah Aceh Tengah
2 | Apakah perusghaan | Pernah Pernah Pernah
Bapak/Ibu/Sdr pernah
memenangkan pelelangan
secara e-tendering?
Apabila pernah, apa nama | Pembangunan | Pengawasan Pengawasan
paket pekerjaannya? Jalan Rabat Pengembangan | Pembangunan
Beton ke Sistern Gedung
Perkebunan Distribusi Air | Kantor Polres
Masyarakat Minum (Otsus | Aceh Tengah
Burlah-Bursige | + APBK)
Kecamatan
Bintang
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3 | Apakah perusahaan | Tidak pemah | Tidak pernah | Tidak pemah
Bapak/Ibu/Sdr pernah
melakukan unduh Surat

Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa dari Sistem

Pengadaan Secara

Elektronik?

Apabila tidak pernah, | Datang ke Datang ke Datang ke

bagaimana Bapak/Ibu/Sdr. | kantor Dinas kantor Dinas | kantor Dinas

Memperoleh SPPBJ? Perumahan dan | Perumahan Perumahan
Permukiman dan dan
Kabupaten Permukiman | Permukiman

Aceh Tengah Kabupaten Kabupaten
Aceh Tengah | Aceh Tengah

C. PEMBAHASAN
C.1. Mekanisme Pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara Elektronik

Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering) di
Kabupaten Aceh Tengah telah mengacu kepada Peraturan dan ketentuan yang telah di
tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut
aturan turunan dan petunjuk teknisnya. Aturan turunan dan petunjuk teknis disini
adalah peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering dan Peraturan Kepala
LKPP Nomor | Tahun 2015 tentang E-Tendering.

Situs web yang memfasilitasi terselenggaranya sistemn e-tendering dipenuhi

dengan informasi pengadaan yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pemerintah.
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Alamat web di LPSE Kabupaten Aceh Tengah misalnya
(http://lpse.acehtengahkab.go.id) dan web LPSE di kabupaten/kota yang lain pada
umumnya memiliki informasi yang sama, seperti informasi mengenai lelang secara
elektronik, informasi tentang pengumuman pengadaan serta informasi berita tentang
pengadaan serta informasi-informasi lainnya tentang pengadaan barang/jasa
pemerimtah.

Aplikasi SPSE tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri
maupun perangkat lunak pendukungnya, yang dibutuhkan hanya pembelian server dan
sewa akses internet. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah e-tendering
yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1
tahun 2015 tentang e-tendering dan Perka LKPP Nonior 1 Tahun 2011 tentang Tata
Cara E-Tendering.

Penerapan sistem e-tendering memerlukan perangkat komputer dan jaringan
internet yang bagus. Pemerintah daerah harus menyiapkan itu semua untuk berjalannya
sistem secara maksimal. Pada dasamya sumber daya dan teknologi merupakan satu
kesatuan yang saling terkait. Sumber daya yang bagus, tanpa diikuti dengan teknologi
yang canggih dan sesuai kebutuhan juga tidak akan maksimal. Begitu juga sebaliknya,
teknologi yang super canggih tetapi tanpa diikuti dengan sumber daya yang mumpuni,
mampu mengelola dan menjalankan teknologi tersebut juga tidak akan maksimal
dalam pencapaian tujuannya. E-tendering sebagai suatu sistem informasi merupakan
suatu sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi komputer,
program aplikasi dan jaringan) dan manusia untuk mnenghasilkan informasi. Sinerginya

sebagai berikut :
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1. Hardware dan Software : Sebagai mesin dan aplikasi / sistem operasi yang
bertujuan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan proses
pemilihan penyedia barang/jasa.

2. Network : Adalah infrastruktur jaringan komputer yang mendukung terjadinya
proses e-tendering baik berupa jaringan intranet maupun internet,

3. Brainware : adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang
pemilihan penyedia barang/jasa, yang nantinya akan menjadi Kelompok Kerja
(Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa serta operator dari sistem e-procurement.

Melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah secara elektronik ini
diharapkan akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas,
transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan vang negara. Selain itu, proses
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektromik ini juga dapat lebih menjamin
tersedianya informasi, kesempatan dan peluang usaha, serta mendorong terjadinya
persaingan yang schat dan terwujudnya aspek keadilan (non discriminative) bagi
seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada aplikasi SPSE, penyedia barang/jasa yang mengikuti lelang paket
pekerjaan tidak langsung dapat diketahui oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan

Penyedia Barang/Jasa, sampai pada tahapan pembukaan penawaran. Selain itu

penggunaan SPSE ini dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Adanya aplikasi

SPSE, penyedia barang/jasa tidak perlu keluar biaya, tenaga dan wakiu pada tahapan

penjelasan lelang (danwijzing), mereka hanya perlu online melalui media elektronik

yang tersedia untuk mengikuti tahapan penjelasan lelang, serta tidak perlu keluar biaya
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untuk fotocopy berkas penawaran pada saat mengikuti lelang, cukup upload soft file
penawaran ke dalam aplikasi SPSE, dan adanya kesempatan yang seluas-luasnya
kepada penyedia dimanapun berada untuk mengikuti lelang dan melakukan penawaran
maka akan ada persaingan dalam penawaran yang berakibat pada penghematan
penggunaan anggaran tanpa harus menurunkan kualitas atau tujuan akhir yang ingin
dicapai.

Sutedi (2012:138-139), menyatakan bahwa :
“pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik merupakan wujud dari
perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Banyaknya modus
korupsi yang terjadi pada pengadaan barang/jasa secara konvensional tersebut,
menunjukkan bahwa masih buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas
pemerintah, serta tidak berjalannya sisten: pencegahan yang efektif untuk
meminimalisasi terjadinya praktik korupsi.

Upaya pemerintah untuk meminimalisir tindak korupsi yang terjadi dalam
proses pengadaan harang/jasa adalah melakukan reformasi sistem pengadaan
barang/jasa. Widjaja (2011:75) menyatakan bahwa “reformasi adalah suatu usaha yang
dimaksud agar praktik-praktik politik, pemerintah, ekonomi dan sosial budaya yang
dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan
masyarakat dan aspirasi masyarakat diubah atau ditata ulang agar menjadi lebih sesuai
dan lebih selaras (sosio-reformasi)”. Reformasi sistem pengadaan barang/jasa
dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan eProcurement. E-Procurement merupakan
bentuk perubahan sistem pengadaan nasional yang pada awalnya menggunakan sistem
konvensional atau sistem manual dengan cara tatap muka langsung antara kelompok
kerja pemilihan penyedia barang/jasa dengan para penyedia barang/jasa dan kemudian

lahirlah sistem pengadaan secara elektronik atau e-Procurement. Menurut Kodar
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Udoyono (2012:142) reformasi birokrasi mempunyai instrumen seperti Electronic
Procurement aplikasi teknologi pengadaan barang dan jasa yang dinamakan dengan E-

Procurement,

Reformasi sistem pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah
didasari oleh konsep New Public Management dimana pemerintah melibatkan peran
sektor swasta untuk bersaing dalam menyediakan barang/jasa untuk memenuhi
kebutuhan publik sehingga mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi
yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Setiyono (2014:5) menyatakan bahwa :

New Public Management (NPM) merupakan suatu paradigma alternatif yang
menggeser model administrasi publik tradisional menjadi administrasi publik
yang efektif, efisien serta lebih mengakomodasi pasar. Penerapan New Public
Management (NPM) dapat dipandang sebagai bentuk modemnisasi atau
reformasi manajemen dan administrasi publik yang mendorong demokrasi.
New Public Management (NPM) mempunyai fokus yang kuat terhadap
organisasi internalnya, dalam artian bahwa NPM berusaha memperbaiki kinerja
sektor publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor
privat. Konsep New Public Management pada dasamya mengandung tujuh
komponen utama, yaitu

Manajemen profesional di sektor publik

Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja

Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome
Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik

Menciptakan persaingan di sektor publik

Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik
Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam
menggunakan sumber daya

N

Keterkaitan antara e-tendering dengan New Public Managament adalah pada
komponen menciptakan persaingan disektor publik, hal ini juga sudah dilakukan, yaitu
adanya mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya

dan peningkatan kualitas serta privatisasi.
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Penerapan kebijakan e-procurement diharapkan dapat meningkatkan kompetisi
yang terjadi didalam prosesnya, schingga peserta dapat memberikan penawaran-
penawaran yang kompetitif (competitive bidding) untuk dapat memenangkan tender.
Karakteristik kompetisi, dalam sebuah proses pengadaan dapat mempengaruhi
penawaran yang diajukan oleh peserta tender. Kompetisi yang ketat akan membuat
peserta mengajukan penawaran-penawaran yang agresif, sehingga penawaran yang
terbaik diharapkan dapat memenangkan tender dan pemerintah dapat mengalokasikan
sumber daya finansialnya secara efektif dan efisien. Dalam aplikasi e-procurement ini
dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran,
evaluasi, sampai pada pengumuman pemenang pelelangan secara online. Indrajit
(dalam Kodar Udoyono, 2012:135) menyatakan bahwa “Mist akhir dari penerapan E-
Procurement ini adalah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan
dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak banyak
membuang buang waktu dan biaya”. Seluruh proses pelelangan terhadap pengadaan
barang/jasa dari pemerintah dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat dengan
menggunakan aplikasi e-procurement secara online dengan harapan ini akan membantu
terwujudnya efektifitas dan efisiensi di bidang pengadaan barang dan jasa sebagai
bagian dari upaya terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Etendering menjamin proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah
berjalan lebih cepat dan akurat, serta persamaan kesempatan, akses dan hak bagi para
pihak pelaku pengadaan barang/jasa, memudahkan pencarian langsung ke sumbernya
dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa;

menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia
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barang/jasa, juga bagi aparatur pemerintah, sehingga mengurangi intensitas pertemuan
langsung antara penyedia barang/jasa dengan kelompok kerja pemilihan penyedia
barang/jasa dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
Etendering dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya
terkait dengan belum memadainya kapasitas SDM pengelola teknis, masih terbatasnya
pengetahuan transaksi secara on-line dikalangan vendors maupun unit-unit di
perusahaan. Sementara di kalangan masyarakat sendiri juga masih banyak yang belum
mampu mengakses media elektronik terutama internet, baik karena rendahnya
pengetahuan dan tingkat melek warga terhadap teknologi informasi maupun karena
keterbatasan ekonomi sehingga belum banyak yang menjadikan Internet sebagai
sumber informasi, atau bahkan informasi belum dianggap scbagai kebutuhan penting
bagi mereka serta perbedaan penyebaran informasi antara daerah perkotaan dan
pedesaan, kemudian menyebabkan penyebaran informasi kedaerah pedesaan tidak
dapat berjalan semaksimal didaerah perkotaan. Terkendalaya penyebaran informasi ke
daerah pedesaan disebabkan sarana prasarana telekomunikasi yang belum memadai.
Dampak penerapan e-tendering, yaitu intensitas pertemuan antara Kelompok
Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan penyedia barang/jasa peserta lelang
dapat diminimalisir, sehingga praktik-praktik kotor yang seringkali mewarnai proses
pengadaan barang/jasa diharapkan dapat dicegah. Pencegahan ini didukung dengan
proses pelelangan yang hampir semuanya berbasis internet. Pengumuman lelang dan
dokumen lelang dapat dilihat melalui internet begitu pula dengan hasil lelang. Dengan
basis web, Proses e-tendering dinilai mempunyai lebih banyak keunggulan

dibandingkan proses tender biasa. E-fendering membuka peluang penawaran yang
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lebih banyak karena aksesnya lebih mudah. Selain itu, proses administrasi lelang dapat
dilaksanakan dengan lebih cepat dan sederhana, bahkan dapat menghemat biaya
penggandaan dokumen pengadaan. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dapat mempertanggungjawabkan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan lebih
mudah. Dari sisi penyedia barang/jasa, e-fendering bisa memperluas peluang usaha
sehingga persaingan usaha pun semakin sehat. Pengusaha dimanapun berkesempatan
untuk mengikuti tender tanpa harus khawatir dengan biaya transportasi karena
dokumen dapat diunduh melalui website LPSE. Masyarakat luas juga dapat secara
leluasa mengawasi pelaksanaannya agar kebocoran anggaran tidak lagi mewarnai
proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Dukungan teori, Tahapan implementasi e-procurement menurut Indrajit (dalam
Arindra 2014:357) yaitu sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan
barang/jasa pemerintah berbantuan iniernet. Adapun 4 (empat) tahapan impelementasi
e-procurement, yang salah satunya adalah :

Tahap : Advanced Support Services

Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau online

melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender.

Proses yang paling rumit dan canggih ini mampu nienghindari tatap muka

antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN). Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga

pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan

berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan e-
procurement telah mencapai titik optimal.
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C.1.1. Pembuatan pelelangan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa

Sebelum proses pelelangan secara elektronik terhadap paket pekerjaan yang
akan dilelangkan, maka pada tahap awal adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa membuat paket pekerjaan yang akan dilelangkan. Pembuatan
paket pekerjaan merupakan aktivitas menginput data ke dalam SPSE sehingga menjadi
informasi tentang paket pekerjaan yang dilelangkan, sehingpa para pelaku usaha
memahami paket pekerjaan yang dilelang, serta pelaku usaha dapat mengukur
kemampuan usahanya apakah mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa
yang dilelang.

Penyedia barang/jasa harus memiliki keahlian dalam penggunaan aplikasi
internet, terutama aplikasi SPSE untuk mengikuti proses pemilihan penyedia
barang/jasa secara elektronik. Penyedia yang tidak memahami teknologi informasi
tentunya secara alamiah akan tersingkir dari percaturan dunia pengadaan barang/jasa,
serta sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi seperti komputer dan
perlengkapannya pendukungnya serta kapasitas kecepatan koneksi internet sangat
berperan dalam proses pengiriman soft file penawaran ke dalam SPSE pada proses
pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.

LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam proses pemilihan penyedia
barang/jasa memberikan pelayanan dan informasi yang jelas kepada penyedia
barang/jasa yang soft file penawarannya tidak dapat dibuka, schingga penyedia
barang/jasa yang menjadi peserta e-tendering merasa tidak dirugikan dengan cara tidak
memberikan informasi yang jelas, sehingga tidak ada kesan bahwa ada pemainan

dalam proses e-tendering.
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C.1.2. Pengumuman dan pendaftaran penyediz barang/jasa menjadi peserta
lelang serta penjelasan lelang

C.1.2.a. Pengumuman Lelang
Paket pekerjaan yang dilelangkan diumumkan melalui Sistim Pengadaan

Secara Elekironik (SPSE) pada website http://www.lpse.acehtengahkab.go.id.

Pengumuman lelang melalui SPSE sudah mengungkapkan informasi secara rinci dan
detail tentang paket pekerjaan yang dilelang, termasuk jadwal pemilihan mulai
pengumuman sampai penandatanganan kontrak, nilai pagu anggaran, bahkan sampai
ke persyaratan kualifikasi, sehingga dapat diketahui oleh seluruh pelaku usaha dan
apabila berminat mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan
menggunakan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-
tendering) dapat mendaftar pada paket pekerjaan yang dilelang, serta seluruh informasi

tentang paket pekerjaan yang di lelang.

C.1.2.b. Pendaftaran penyedia barang/jasa menjadi peserta lelang

Untuk dapat mengikuti lelang secara elektronik melalui aplikasi Sistim
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Aceh Tengah, terlebih dahulu badan
usaha harus sudah terdaftar pada SPSE, yang mana proses pendaftarannnya melalui
LPSE, dan apabila sudah terdaftar pada satu LPSE (memiliki User Id dan Password),
maka sudah terdaftar pada SPSE seluruh Indonesia, dan juga sudah dapat mengikuti

proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik diseluruh Indonesia, karena
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User Id badan usaha yang sudah terdaftar pada SPSE datanya terkirim secara elektronik
ke server pusat yang berada di LKPP Jakarta.

Melalui sistem e-tendering, pendaftaran dilakukan secara online saja, Dari sisi
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan apa-apa,
cukup melihat layar monitor sekali-sekali untuk mengecek jumlah pendaftar, dan dari
sisi peserta cukup login menggunakan username dan password yang telah dimiliki,
membaca pengumuman lelang dan syarat-syaratnya, kemudian mengklik tombol daftar
pada lelang tersebut. Dengan mengklik tombol daftar, maka secara otomatis sudah

dilakukan penandatanganan Pakta Integritas juga.

C.1.2.c. Penjelasan lelang

Melalui sistern e-tendering, pada tahapan penjelasan lelang tidak dilakukan
tatap muka. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan penyedia
barang/jasa calon peserta e-tendering masing-masing cukup berada di depan kormputer
mereka. Tahap penjelasan ini merupakan waktu berkomunikasi antara Kelompok Kerja
(Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan penyedia barang/jasa calon peserta e-
tendering, serta merupakan kesempatan bagi penyedia barang/jasa calon peserta e-
tendering untuk bertanya terhadap hal-hal yang mungkin kurang jelas dalam dalam
dokumen pengadaan, demikian juga dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa merupakan kesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang sangat
perlu dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa nantinya. Dengan cara seperti ini,

tidak ada kontak fisik yang terjadi, dan tidak ada emosi yang tertumpah.
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C.1.3. Unggah Dokumen Penawaran oleh Peserta Lelang

Unggah dokumen penawaran dalam bentuk soft file yang sudah ter-enkripsi
membutuhkan Sumber daya manusia yang menguasai dan memahami dalam
menjalankan aplikasi SPSE, serta harus didukung oleh sarana dan parasana teknologi
informasi yang memadai, sehingga kemungkinan gagal unggah, atau unggah berhasil
tetapi tidak sempurna tidak terjadi. Tidak sempurna maksudnya bahwa soft file yang
diunggah berhasil, namun tidak semua file terkirim. Apabila unggahan tidak sempurna,
tentu akan mengakibatkan soft file penawaran tidak dapat di-dekripsi oleh Kelompok
Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, akibatnya akan merugikan peserta
lelang, yaitu tidak diikutkan dalam proses evaluasi penawaran yaitu mengugurkan
penawaran peserta dalam proses evaluasi.

Berdasarkan tabel 4.3 (Hasil Wawancara dengan Direktur CV. Zinger dan
Direktur CV. Madagskar), bahwa CV. Zinger dan CV. Madagskar sudah mengikuti
langkah dan tahapan dalam melakukan unggahan soft file penawaran ke dalam SPSE
karena telah mengikuti bimbingan teknis, namun untuk urusan membuat penawaran
kemudian mengkonversikan soft file penawaran untuk diunggah ke dalam SPSE tentu
ada tenaga kerja perusahaan yang menanganinya.

Berikut pembahasan setiap jawaban dari CV. Zinger dan CV. Madagskar
terhadap permasalahan yang terjadi :

a. Bimbingan teknis
Yang mengikuti apakah Direktur badan usaha atau tenaga kerja yang ditugaskan.
Apabila direktur yang mengikutinya, maka transfer pengetahuan hasil bimbingan

teknis harus dilakukan kepada tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang menangani
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teknologi informasi di dalam perusahaan. Apabila tenaga kerja yang dikirim untuk
mengikuti, maka tenaga kerja tersebut harus menyampaikan juga kepada direktur
perusghaan hasil bimbingan teknis, agar direktur juga memahami SPSE.

b. Mengikuti e-tendering
Maksud tujuan didirikan perusahaan adalah untuk memperoleh pekerjaan proyek
pemerintah. Pemernntah melakukan pemilihan penyedia barang/jasa menggunakan
sistim teknologi informasi berbasiskan web. Untuk mencapai tujuan perusahaan
maka harus mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

¢. Soft file penawaran yang sudah diunggah ke dalam SPSE tidak dapat dibuka
oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemiliban Penyedia Barang/Jasa.
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus menginformasikan
kepada peserta yang soft file penawarannya tidak dapat dibuka, sehingga tidak ada
kesan ada permainan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa. Terhadap soft
file penawaran yang tidak dapat dibuka disampaikan ke LPSE untuk dicoba dibuka,
apabila LPSE tidak dapat membukanya maka soft file tersebut dikirim ke LKPP,
apabila LKPP juga tidak dapat membukanya maka disampaikan ke Lemsaneg untuk
dilakukan uji forensik terhadap soft file penawaran tersebut. Apapun hasil dari
lemsaneg disampaikan ke LPSE untuk diteruskan ke Kelompok Kerja (Pokja)
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan itu merupakan hasil final.

d. Pemahaman tenaga kerja perusahaan terhadap SPSE dan Teknologi informasi
Tenaga kerja perusahaan yang mengunggah soft file penawaran ke dalam SPSE
hanya faham tentang lelang elektronik, berarti menguasai dan memahami SPSE,

tetapi tidak mengetahui resiko apabila unggahan soft file penawaran tidak sempurna
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serta juga tidak membandingkan besar ukuran bytes soft file penawaran yang
terkirim dengan besaran ukuran soft file penawaran, sebagaimana pada gambar 4.27
(status pengiriman dokumen penawaran) dan gambar 4.28 (Email konfirmasi
pengiriman dokumen penawaran). Apabila tenaga kerja yang melakukan unggahan
soft file penawaran membandingkan hal tersebut, kemungkinan soft file penawaran
tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
tidak akan terjadi.

¢. Sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi yang dimitiki
Spesifikasi teknis komputer yang digunakan mendukung aplikasi yang digunakan
dalam pembuatan penawaran dan mendukung aplikasi SPSE. Soft file penawaran
yang akan diunggah tidak rusak dan tidak bervirus, hal ini tergantung komputer yang
digunakan, Besarnya bandwith internet tempat unggah soft file penawaran ke dalam
SPSE sangat mendukung sempurnanya unggahan ke dalam SPSE. Agar sukses
dalam mengikuti proses e-tendering, maka perusahaan harus meng-update secara
berkala sarana dan prasaran teknologi informasi yang dimiliki.

f. Cara unggah file penawaran ke dalam SPSE
Unggahan soft file penawaran harus jeli, apalagi jika perusahaan mengikuti lebih
dari satu paket pekerjaan yang ditender. Apabila tidak jeli, bisa saja penawaran
pekerjaan paket A salah kirim ke paket B, demikian sebaliknya, hal im tentu sangat
merugikan perusahaan dalam mengikuti proses e-tendering.
Soft file yang sudah di-enkripsi mempunyai Nilai Hash File Hasil Enkripsi. Nilai
Hash file adalah suatu nilai yang unik (dalam istilah kriptografi/persandian disebut

digest) untuk setiap file hasil proses enkripsi dokumen penawaran. Nilai hash

175

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43468.pdf

tersebut berfungsi untuk menjaga keutuhan data file hasil enkripsi yang akan
dikirimkan/di-upload ke Server LPSE. Pengguna disarankan mencatat nilai hash
yang tampil setelah proses enkripsi selesai dilaksanakan.

Perbandingan Nilai Hash File Apabila Pengguna telah melakukan proses
pengiriman/up-load file hasil enkripsi ke Server LPSE, maka Server LPSE akan
menampilkan nilai hash file yang telah diterima oleh Server LPSE kepada Pengirim
file. Jika nilai hash file original hasil enkripsi yang telah dicatat sebelumnya sama
dengan nilai hash file yang ditampilkan oleh Server LPSE, maka Sistem LPSE telah
menjamin kesempurnaan penerimaan file enkripsi dokumen penawaran milik
penyedia barang/jasa yang menjadi peserta e-tendering. Sebaliknya, jika hasil
perbandingan kedua nilai hash file adalah tidak sama, maka file hasil enkripsi telah
mengalami perubahan sebelum proses penginnman atau terjadi perubahan/kegagalan
setelah proses pengiriman file hasil enkripsi ke Server LPSE. Kedua hal tersebut
mengakibatkan file original hasil enkripsi tidak identik dengan file yang telah

diterima oleh Server LPSE.

C.2. Pembukaan Dokumen Penawaran

Tahap pembukaan dokumen penawaran, ada 2 (dua) kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/lasa, yaitu
unduh soft file penawaran serta dekripsi soft file penawaran peserta menggunakan
Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa.
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- Pembukaan Penawaran
Pembukan penawaran merupakan kegiatan unduh soft file penawaran peserta lelang.
Soft file penawaran diunduh oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa dalam bentuk soft file berekstensi .rhs.
- Dekripsi soft file penawaran
Hasil unduhan kemudian di-dekripsi menggunakan aplikasi pengaman dokumen
(Apendo). Hasil dekripsi menjadikan soft file penawaran dapat dibaca oleh software
yang ada dalam komputer, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran peserta lelang
berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
Selama penerapan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik pada
LPSE Kabupaten Aceh Tengah terdapat 2 (dua) kasus soft file penawaran peserta e-
tendering tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa, yaitu ¢
a. Kasus CV. Zinger, nama paket ; Pengembangan Bawang Merah (Otsus) pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tahun 2016
b. Kasus CV. Madagskar, nama paket : Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Tamak Lelabu
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, tahun
2017.
Terhadap 2 (dua) kasus tersebut, penulis akan melakukan pembahasan terhadap
hasil wawancara dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa,

sebagai berikut :
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a. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa merupakan kelompok
kerja berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat
ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan
pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/Institusi. Salah syarat menjadi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang
dikeluarkan oleh LKPP setelah melalui bimbingan teknis serta ujian tertulis.

b. permasalahan selama melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa
dengan cara e-tendering
Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa sudah tentu ada permasalahan, salah
satunya adalah soft file penawaran peserta e-tendering tidak dapat dibuka.

¢. permasalahan tersebut diklarifikasi kepada penyedia harang/jasa peserta e-
tendering
Dalam ketentuan bahwa apabila dalam penawaran terdapat hal yang kurang jelas
dan meragukan, maka Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
melakukan klarifikasi kepada penyedia barang/jasa yang menjadi peserta e-
tendering atau ke instansi/lembaga yang berwenang memberikan keterangan
terhadap hal-hal yang ada dalam penawaran yang tidak jelas atau meragukan.
Demikian juga terhadap soft file penawaran yang tidak dapat dibuka harus
diklarifikasi kepada penyedia baran/jasa peserta e-tendering dengan menunjukkan

bahwa soft file penawaran yang sudah diunggah ke dalam SPSE benar-benar tidak
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dapat dibuka, sehingga tidak ada kesan proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak
sesuai ketentuan.

d. Prosedur dan tahapan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa peserta e-
tendering dalam proses unggah file penawaran
Dalam bimbingan teknis, tentu sudah disampaikan oleh narasumber tentang
bagaimana meng-enkripsi soft file penawaran menggunakan Aplikasi Pengaman
Dokumen (Apendo) penyedia, kemudian bagaimana cara mengunggahnya ke dalam
SPSE.
Untuk mendapatkan proyek pemerintah ada tahapan dan mekanisme yang harus
dilalui dan ditempuh. Pemahaman terhadap mekanisme dan tahapan harus benar-
benar dikuasai agar tujuan didirikannya badan usaha dapat bertahan lama.
Unggah tidak sempurna, ada bagian soft file penawaran yang diunggah ke dalam
SPSE tidak terkirim sepenuhnya, pesan dari SPSE soft file terkirim 100%, namun
ukuran kapasitas byte yang terkirim tidak sama dengan ukuran kapasitas bytes yang
sebenamya.,
Tenaga kerja perusahaan yang menangani lelang elektronik, tidak hanya memahami
tentang SPSE, tetapi juga harus memahami teknologi informasi, agar proses unduh,
unggah dan enkripsi dapat dilakukan dengan sempurna.

Soft file penawaran peserta e-tendering yang tidak dapat dibuka, tentu akan
merugikan peserta dan mengurangi persaingan dalam proses pemilihan penyedia
barang/jasa. Untuk menghindari permasalahan tersebut, tentu harus ada langkah-
langkah yang dilakukan oleh Sub Bagian Pengelolaan SPSE sehingga peserta tidak

dirugikan, serta terciptanya persaingan dalam pemilihan penyedia barang/jasa.
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Berkaitan dengan soft file penawaran peserta e-tendering tidak dapat dibuka
oleh LPSE Kabupaten Acch Tengah, maka soft file dikirim ke LKPP untuk dilakukan
uji forensik. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan uji forensik sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Forensik LKPP adalah selama 9 (sembilan)
hari kerja, terhitung sejak surat permintaan uji forensik dari Kelompok Kerja (Pokja)
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa diterima oleh Helpdesk LPSE. SOP LKPP Nomor
53/SOP/LPSE/D.2/2012, tanggal 30 Nopember 2012, efektif berlaku mulai 2 Januari
2013, dengan perincian waktu
- LPSE mencoba membuka soft file penawaran, jika tidak bisa, diinformasikan ke

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, membuat Berita Acara
wji forensik, waktu yang dibutuhkan 3 (tiga) hari,

- LKPP menerima permohonan uji forensik dari LPSE, LKPP mencoba membuka,
jika tidak bisa dikirim ke Lemsaneg, hasilnya disampaikan ke LKPP, LKPP membat
surat keterangan hasil uji forensic, waktu yang dibutuhkan 5 (lima) hari.

- LPSE menerima surat keterangan hasil uji forensik dari LKPP, kemudian membuat
surat pengantar ke Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, waktu
yang dibutuhkan 1 (satu) hari

Terhadap waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan soft file
penawaran yang tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa adalah :

a. Uji Forensik kasus CV. Madagskar, paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

D.1. Tamak Lelabu.
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Permintaan uji forensik dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada LPSE Kabupaten Aceh Tengah tanggal 13 Februari 2017,
Pengiriman soft file .rhs oleh LPSE ke LKPP tanggal 16 Februari 2017, Surat hasil
uji forensik dari LKPP tanggal 24 Februari 2017, disampaikan oleh LPSE ke
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/jasa tanggal 27 Februari
2017. Waktu yang dijalankan selama 15 (lima belas) hari,

b. Uji Forensik kasus CV. Zinger, paket pekerjaan Pengembangan Bawang Merah
(Otsus)
Permintaan uji forensik dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada LPSE Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Maret 2016,
Pengiriman soft file .rhs oleh LPSE ke LKPP tanggal 4 April 2016. Surat hasil uji
forensik dari LKPP tanggal 11 April 2016, disampaikan oleh LPSE ke Kelompok
Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanggal 11 April 2017. Waktu yang
dijalankan selama 19 (sembilan belas) hari.

Berdasarkan kedua kondisi tersebut di atas, pelaksanaan kegiatan mengatasi
permasalahan uji forensik tidak ada efisiensi waktu, dan tidak ada efektivitas waktu,
yang mana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai SOP yang telah dikeluarkan oieh LKPP,
akibatnya proses pemilihan penyedia barang/jasa menjadi terhambat, karena Kelompok
Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus menunggu hasil dar uji forensik
soft file penawaran, untuk dapat mengambil kesimpulan apakah penyedia barang/jasa
peserta e-tendering diikutkan dalam proses evaluasi penawaran atau tidak. Apabila
dapat dibuka oleh LKPP maka diikutkan dalam proses evaluasi, apabila tidak dapat

dibuka oleh LKPP maka digugurkan dalam proses evaluasi penawaran.
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Kondisi tersebut, dikaitkan dengan teori efektivitas dan teori ukuran efektivitas
yang penulis gunakan, yaitu :

- Teori efektivitas (Kurniawan dalam Edy Susena, 2016:58) : Tugas dan fungsi
Tugas dan fungsi Subbagian Pengelolaan SPSE dan LKPP serta Lembaga Sandi
Negara (Lemsaneg) belum berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur
{SOP)

- Ukuran efektivitas (Tangkilisan (2010:314)) : pencapaian target.

Pencapaian sasaran pemilihan penyedia barang/jasa dari sudut jadwal proses yang
telah ditetapkan di awal menjadi tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pada

awal proses pemilihan penyedia

C.2.1. Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang

Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik. Koreksi aritmatik
adalah melakukan perhitungan ulang, baik perkalian, penjumlahan terhadap angka-
angka yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Biaya yang disampaikan oleh peserta
lelang. hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran schingga urutan
peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semuia.

Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa
adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok
Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara meneliti dan menilai
dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Objek penilaian meliputi
persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan

kualifikasi penyedia. Pentingnya metode evaluasi penawaran merupakan rangkaian
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proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk
menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap
dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang.
Kekeliruan dalam melakukan evaluasi penawaran selain dapat menyebabkan buruknya
kinerja’kualitas barang/jasa yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus
dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara.

Evaluasi penawaran merupakan proses menilai penawaran apakah memenuhi
persyaratan yang sudah ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa merupakan pedoman utama yang digunakan
selama proses pelelangan, yang mengatur mulai dari tata cara pemilihan penyedia
barang/jasa, instruksi kepada peserta lelang, tata cara pembuatan dokumen penawaran,
jadwal pelelangan sampai dengan bentuk draft kontrak yang akan ditandatangani oleh
pemenang.

Evaluasi penawaran mencakup evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan
evaluasi kualifikasi serta verifikasi. Evaluasi administrasi merupakan penilajan
terhadap surat penawaran dan jaminan penawaran. Evaluasi teknis merupakan menilai
persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan
persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta penilaian
terhadap penguasaan cara pelaksanaan pekerjaan sehingga memperoleh hasil pekerjaan
sesuai dengan persyaratan-persyaratan serta spesifikasi teknis barangfjasa, karena

kualitas barang/jasa yang diperoleh sangat ditentukan oleh tata cara melaksanakan

pekerjaan.
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Evaluasi harga adalah evaluasi terhadap nilai penawaran. Dalam hal ini
dokumen yang dievaluasi adalah surat penawaran dan Rencana Anggaran Biaya
(RAB)/Daftar Kuantitas dan Harga. Pada evaluasi adminitrasi telah diuraikan bahwa
surat penawaran merupakan salah satu objek evaluasi administrasi. Akan tetapi pada
tahap evaluasi administrasi pemeriksaan terhadap surat penawaran tidak memusatkan
perhatian pada nilait nominal penawaran melainkan hanya memastikan keabsahan surat
penawaran dimana salah satu syarat sahnya surat penawaran adalah nilai penawaran
ditulis dengan angka dan huruf.

Penilaian terhadap surat penawaran pada tahap evaluasi biaya lebih menitik
beratkan pada besaran nilai penawaran biaya. Karena itu evaluasi tidak cukup hanya
meneliti surat penawaran saja melainkan harus melakukan koreksi aritmatik terhadap
Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Daftar Kuantitas dan Harga
Evaluasi dokumen penawaran merupakan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang
disampaikan oleh calon penyedia barang/jasa yang menjadi peserta lelang

Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai secara keseluruhan
kemampuan kualifikasi penyedia dalam mengadakan barang/jasa sehingga proses
pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh penyedia yang tepat.

Hasil koreksi aritmatik, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi serta verifikasi
menghasilkan kesimpulan bahwa penawaran memenuhi syarat sebagaimana telah
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Terhadap soft file penawaran yang tidak dapat dibuka, tentu tidak ditkutkan

dalam tahapan evaluasi, sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011
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tentang Tata Cara E-Tendering, Lampiran Angka V Aktivitas Pemilihan Secara E-

Tendering, Angka 2 : pelaksanaan pemilihan, huruf e, adalah :

e. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi

5) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) yang

disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan
memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada ULP.

Hal ini tentu akan sangat merugikan penyedia barang/jasa yang menjadi peserta e-

tendering.
Penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi,

ditetapkan sebagai pemenang.

C.2.2. Pengumuman Pemenang dan Sanggahan
Pengumuman pemenang

Setelah proses evaluasi selesai, maka akan diperoleh peserta lelang yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
Badan usaha yang menjadi peseria lelang yang menjadi pemenang ditetapkan oleh
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Hasil evaluasi diumumkan
sehingga diketahui oleh seluruh peserta lelang dan masyarakat. Badan usaha yang
menjadi pemenang merupakan badan usaha yang berhak mengerjakan paket pekerjaan

pengadaan barang/jasa setelah menandatangani kontrak.
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Sanggahan

Peserta lelang yang merasa tidak puas atau berkeberatan terhadap hasil evaluasi
Kelompok Kerja {Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa berhak mengajukan
keberatan dalam bentuk sanggahan. Waktu sanggahan, untuk lelang sederhana/seleksi
sederhana selama 3 (tiga) hari kalender serta untuk lelang umum/seleksi umum selama
5 (lima) hari kalender dengan ketentuan hari mulai sanggahan serta hari akhir
sanggahan adalah hari kerja bukan hari kalender. Sanggahan disampaikan secara
online melalui SPSE dengan melampirkan bukti-bukti yang cukup. Sanggahan secara
offtine disampaikan kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas), Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektur Pemerintah Daerah, serta dapat juga
disampaikan kepada Bupati. Apabila sanggahan benar, maka akan dilakukan evaluasi
ulang, pemasukan penawaran ulang atau lelang ulang.

Terhadap sanggahan yang disampaikan, menjadi kewsjiban Kelompok Kerja

(Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk menjawabnya.

C.2.3. Unggahan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa serta Unggahan
Kontrak
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) merupakan surat yang
menunjukkan bahwa badan usaha yang menerimanya sudah ditunjuk sebagai pelaksana
pekerjaan, namun belum ada keterikatan hukum antara pemberi kerja dan pelaksana
kerja, dan merupakan syarat bagi pemenang lelang atau sebagai pelaksana dalam

pengurusan untuk memperoleh jaminan pelaksanaan.
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Pada prinsipnya, SPPBJ merupakan dasar bagi PA dan penyedia barang/jasa
untuk melakukan pekerjaan dalam suatu ikatan bukti perjanjian. SPPBJ juga dapat
memberikan kepastian bagi penyedia barang/jasa dalam memperoleh suatu pekerjaan.
Berdasarkan hal tersebut, aturan waktu penerbitan SPPBJ harus dilakukan secepat
mungkin ketika suatu proses pemilihan dinyatakan teiah selesai (termasuk proses
sanggahan). Penerbitan SPPBJ, pada pelelangan umum, diterbitkan paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah masa sanggah selesai atau pada hari ketujuh, dimana waktu
sanggahan selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang. Pada
pelelangan sederhana, SPPBI diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah masa
sanggah selesai atau pada hari kelima, dimana waktu sanggahan selama 3 (tiga) hari
kalender setelah pengumuman pemenang.

SPPBJ digunakan oleh penyedia barang/jasa sebagai dasar melakukan
pengurusan jaminan pelaksanaan atas pengadaan barang/jasa kecuali untuk pekerjaan
jasa konsultasi yang tidak memerlukan jaminan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan
sebelum kontrak ditandatangam, penyedia barang/jasa harus sudah menyerahkan
jaminan pelaksanaan, sebagai jaminan PA jika terdapat wanprestasi pada penyedia
barang/jasa setelah penandatanganan kontrak

Tembusan SPPBJ disampaikan kepada Bupati, Kelompok Kerja (Pokja)
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
pada instansi PA yang bersangkutan. Bagi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa tembusan SPPBJ dapat diartikan bahwa proses pemilihan
penyedia barang/jasa telah selesai dilaksanakan, sedangkan bagi APIP, tembusan

SPPBJ dapat dijadikan dasar melakukan pemeriksaan terkait adanya masalah terhadap
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penyedia barang/jasa yang ditunjuk, misalnya apabila ada sanggahan atau pengaduan,
Tembusan kepada Bupati dapat diartikan sebagai bagian dari pelaporan, komunikasi
dan koordinasi dari PA kepada atasannya. Tembusan SPPBJ juga dapat diberikan
kepada pengguna barang/jasa akhir yang menerima manfaat dari pekerjaan yang akan
dilaksanakan. Hal ini berfungsi dalam pengendalian dan pengawasan kontrak dimana
diperlukan koordinasi antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa akhir,
dan sebagai pemberitahuan bahwa pekerjaan tersebut akan segera dilaksanakan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SPPBJ
adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah,
Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas. Kepala Dinas selaku PA diangkat oleh
Bupati dengan suatu Surat Keputusan. Selanjutnya PA tidak melimpahkan
kekuasaannya selaku pengguna anggaran kepada pejabat struktural/non struktural yang
berada dibawahnya untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dengan Suatu Keputusan Bupati atas usul PA, demikian juga PA tidak
melimpahkan kekuasaannya selaku pengguna anggaran kepada pejabat struktural/non
struktural yang berada dibawahnya untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), maka tugas PPK dan KPA langsung dilaksanakan oleh Kepala Dinas
selaku PA.

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal
6:
(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
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(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan
daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan,

Pasal 10
(1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat

(2) hurufc :

a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku
pejabat pengelola APBD;

b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat
pengguna anggaran/barang daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Pasal 10A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah,

Pasal 11, ayat 5

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang.

189

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43468.pdf

(5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut di atas, maka pada level Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), yang menjadi PA adalah Kepala Dinas. Dikaitkan dengan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah PA merangkap sebagai KPA dan PPK,
sehingga tugas dan fungsi Kepala Dinas dalam pemilihan penyedia barang/jasa adalah
sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), sehingga Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
diterbitkan oleh Kepala Dinas selaku PA.

Setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa selesai,
maka hasilnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran dalam bentuk laporan hasil
pelelangan. Dengan berakhimya tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa, maka proses pemilihan beralih ke Pengguna Anggaran. Tugas Pengguna
Anggaran dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah menerbitkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), sebagaimana tertuang dalam Perpres
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
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Berdasarkan gambar 4.15. sampai dengan gambar 4.26, dapat dikemukakan
bahwa Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah,
Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah serta Dinas
Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah tidak menjalankan tugas dan
fungsinya dan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.

Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak mengirimkan SPPBJ
melalui SPSE, karena PA tidak memahami tugas dan fungsi dalam pemilihan penyedia
barang/jasa secara elektronik serta tidak memahami tentang Sistim Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE). Agar proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat berjalan sesuai
dengan ketentuan tentang e-tendering, maka sistem ini perlu pengembangan, yaitu
disesuaikan dengan kondisi kewenangan dan kesibukan kerja Kepala Dinas selaku PA,
maka sebaiknya dibuat Admin SPSE untuk Kepala Dinas selaku PA, artinya PA
menunjuk seorang staf yang bertugas mengunggah SPPBJ yang telah ditandatangani
oleh PA, dengan menu dalam sistem hanya unggah SPPBJ dan kirim SPPBJ,
sedangkan untuk tugas dan fungsi lainnya tetap ditangan PA, dan Sub Bagian
Pengelolaan SPSE yang berfungsi sebagai LPSE harus memberikan bimbingan teknis
tentang SPSE kepada PA dengan jadwal yang tidak ditentukan, artinya Kepala Dinas
selaku PA harus berkoordinasi dengan Sub Bagian Pengelolaan SPSE kapan saja pada
hari kerja dan jam kerja.

Kondisi tersebut, dikaitkan dengan teori efektivitas dan teori ukuran efektivitas

yang penulis gunakan, yaitu :
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- Teori efektivitas (Kurniawan dalam Edy Susena, 2016:58) : Tugas dan fungsi
Tugas dan fungsi Kepala Dinas selaku PA dalam pemilihan penyedia barang/jasa
secara elektronik tidak berjalan sesuai ketentuan

- Ukuran efektivitas (Tangkilisan (2010:314)) : Kemampuan adaptasi
Kemampuan Dinas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pemilihan
penyedia barang/jasa secara elektronik tidak dilakukan. Hal yang harus dilakukan
adalah Kepala Dinas melakukan rekrutmen pegawai dari instansi lain dalam
lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atau menugaskan pegawai yang
ada pada Dinas yang bersangkutan untuk menggantikan tugas Kepala Dinas selaku
PA dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa secara elektronik.

Diterapkannya teknologi informasi (Information Technology - I'T) dalam proses
pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara e-tendering, tentu harus didukung oleh
sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai, serta didukung oleh Sumber
Daya Manusia yang mampu menguasai teknologl informasi agar pelaksanaan e-
tendering dapat berjalan sukses. Kunci sukses implementasi sistem e-fendering adalah
Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, berkualifikasi, serta
berkemampuan handal dalam bidang Teknologi Informasi (TI) atau I[nformation
Technology (IT). Sudah seharusnya SDM yang menguasai Teknologi informasi
ditempatkan pada Sub Bagian Pengelolaan Sistim Pengadaan Secara Elektronik yang
berfungsi sebagai LPSE sesuai dengan kebutuhannya.

Kebutuhan akan teknologi informasi (Information Technology - 1T) terus

meningkat baik dari perkembangan teknologi itu sendiri, perangkat, kebutuhan dalam
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layanan dan lainnya termasuk kebutuhan akan sumber daya manusia yang mampu
menangani kendala IT di lingkungan LPSE.

Menurut Sutedi (2012:258) untuk menyukseskan pelaksanaan eprocurement,
perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu : Kesiapan sumber daya manusia (SDM),
infrastruktur ICT, serta perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dari pimpinan
tertinggi hingga pegawai tingkat operasional. |

SDM untuk mengoperasionalkan SPSE sudah cukup memadai, ada PNS yang
memahami tentang server, ada PNS yang memahami tentang pemeliharaan personal
komputer, ada PNS yang memahami untuk melakukan backup data untuk semua soft
file penawaran, hanya untuk tenaga instruktur (trainer) untuk memberikan bimbingan
teknis masih terbatas.

Terbatasnya tenaga trainer (pemberi bimbingan teknis) merupakan kendala
yang dihadapi oleh LPSE Pemenntah Kabupaten Aceh Tengah dalam
menyelenggarakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering).

Dari sisi kualifikasi dan pengembangan SDM masih dibutuhkan peningkatan
kualifikasi SDM yang ada saat ini. Peningkatan kualifikasi tersebut bisa dilaksanakan
dalam hal peningkatan pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam
hal ini penajaman tentang aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, selain itu
pengetahuan tentang IT juga mutlak diperlukan karena e-tendering merupakan tatacara
pengadaan yang menggunakan bantuan teknologi informasi dalam melaksanakan
prosesnya. Kemampuan SDM dalam hal teknologi informasi dibutuhkan untuk
mengatasi ketika SPSE mengalami gangguan atau error, tindakan cepat mengatasi

gangguan sistemn yang error tersebut akan membantu memperlancar proses e-tendering
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dan akhimya memberikan kepuasan kepada pengguna Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE). Peningkatan kualifikasi serta pengembangan SDM dapat
dilaksanakan dengan kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis. Selama ini
peningkatan kualifikasi dan pengembangan SDM masih bersifat sementara, hal
tersebut dilakukan ketika ada update sistem atau ada sistem baru yang muncul, tidak
secara simultan atau rutin dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
Pengembangan SDM dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan penguasaan dan
pemahaman terhadap SPSE agar dapat membantu pegawai dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Pembahasan hasi] wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh
Tengah, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah,
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah, sesuai dengan
tabel 4.4 dan tabel 4.5, sebagaimana pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Frekwensi jawaban Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah,
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Syariat Islam dan

Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman Kabupaten Aceh Tengah

Frekuensi jawaban

No Pertanyaan Pernah (%) er;rll:hal((%l Jumlah

1 Apakah  Bapak/lbu  memahami
aplikasi Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE} ?

2 Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti 0 5 5
bimbingan teknis untuk memahami (0%) (100%) | (100%)
peran Pengguna Anggaran dalam
pemilihan  penyedia  barang/jasa
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melalui elektronik dengan
menggunakan aplikasi SPSE?

3 Untuk dapat masuk ke dalam SPSE, 5 0 12
apakah Bapak/Ibu permah diberikan (100%) (0%} { (100%)
User ID dan Password?

4 | Apakah Bapak/Tbu pernah melakukan 0 5 5
input SPPBJ yang sudah Bapak/Ibu {0%) (100%) | (100%)
tandatangani ke dalam SPSE?

Berdasarkan tabe] 4.10, dapat dijelaskan sebagai bertkut :

a. Pemahaman terhadap SPSE
Pengguna Anggaran tidak memahami SPSE, karena tidak pernah diinformasikan
tentang SPSE. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran
sudah pasti sangat banyak, belum lagi tugas tambahan yang diperintahkan oleh
Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai atasan langsungnya, sehingga kemungkinan
tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mempelajari SPSE, apalagi login ke
dalam SPSE.

b. Peran Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam proses pemilihan
penyedia barang/jasa secara elektronik
Dari 5 (lima) informan, yang pernah mengikuti bimbingan teknis sebanyak 0 (nol)
orang PA atau sebesar 100%, sedangkan yang tidak pernah mengikuti bimbingan
teknis sebanyak 5 (lima) orang PA atau sebesar 100%.
Dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering,
Lampiran, I1, disebutkan :
II. AKTIVITAS PEMILIHAN METODE E-TENDERING

1. Persiapan Pemilihan

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
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1) PPK yang belum memiliki kode akses (user ID dan password) aplikasi
SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.

2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
rancangan umum kontrak kepada Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan (Pokja ULP).

3) PPK dapat menyebutkan merek/type/jenis pada spesifikasi teknis
barang/jasa yang akan diadakan pada pelaksanaan E-Tendering dengan
E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat.

4) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas
dapat berbentuk dokumen elektronik.

2. PELAKSANAAN PEMILIHAN
a. Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/E-Selekst
8) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

a) PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi SPSE.

b) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui
aplikasi SPSE.

¢) PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE
kepada Penyedia barang/jasa yang ditunjuk.

d) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan
SPPBJ maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) di luar aplikasi SPSE (offline), menginputkan

informasi dan mengunggah {upload) hasil pemindaian SPPBJ pada
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aplikasi SPSE.

Dengan demikian, Pengguna Anggaran sangat berperan dalam proses pemilihan
penyedia baranp/jasa secara clektronik, dan harus mengetahui dan memahami
Sistim Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

¢. User Id dan password
Dari 5 (lima) informan, yang pemah diberikan User id dan password sebanyak 5
(lima) orang PA atau sebesar 100%, sedangkan yang tidak pernah diberikan user id
dan password sebanyak 0 (nol) orang PA atau sebesar 0%,
Kepada Pengguna Anggaran diberikan user id dan password, maksudnya adalah
agar Pengguna Anggaran juga dapat masuk ke dalam SPSE. Dalam SPSE ada
halaman khusus untuk Pengguna Anggaran untuk memantau pekerjaan Kelompok
Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Dengan demikian, maka Pengguna
Anggaran juga harus memahami SPSE. Halaman untuk PA/PPK sebagaimana pada
gambar 4.58.

d. Pemahaman terhadap SPPBJ dan pemahaman terhadap input SPPBJ ke
dalam SPSE
Dari 5 (lima) informan, yang pernah unggah SPPBJ ke dalam SPSE sebanyak 0 (nol)
paket pekerjaan atau sebesar 0%, sedangkan yang tidak pernah unggah SPPBJ ke
dalam SPSE sebanyak 12 (dua belas) paket pekerjaan atau sebesar 100%.
Salah satu tugas Pengguna Anggaran dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa
adalah menerbitkan SPPBJ, kemudian SPPBJ yang sudah diterbitkan yang dibuat
secara offline, dilakukan pindai scan. Hasil pindai scan diunggah ke dalam SPSE,

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
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Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering (lampiran, 11, 2,
a. 8)) bahwa salah satu tugas dan fungsi PA dalam pemilihan penyedia barang/jasa
mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia
barang/jasa yang ditunjuk
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran,
dapat dikemukakan bahwa Pengguna Anggaran (PA) sama sekali tidak mengetahui apa
tugas dan fungsinya dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik, karena
tidak pernah diberikan arahan atau diinformasikan, ditambah lagi dengan kesibukannya
dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Dinas serta tugas-tugas
tambahan lainnya yang diberikan oleh Bupati, baik secara tertulis maupun secara lisan
yang harus diselesaikan dengan segera.
Kondisi tersebut, dikaitkan dengan teori efektivitas dan teori ukuran efektivitas
yang penulis gunakan, yaitu :

- Teon efektivitas (Kurniawan dalam Edy Susena, 2016:58) : Tugas dan fungsi
Tugas dan fungsi Sub Bagian SPSE sebagai pengelola SPSE dalam memberikan
sosialisasi kepada para pihak yang berkepentingan terhadap SPSE tidak dilakukan
secara berkala.

- Ukuran efektivitas { Tangkilisan (2010:314)) : Kemampuan adaptasi
Kemampuan adaptasi dalam hal ini merupakan kemampuan Dinas untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan pemilihan penyedia barang/jasa secara
elektronik. Hal yang harus dilakukan adalah Kepala Dinas melakukan rekrutmen
pegawai dari instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

atau menugaskan pegawai yang ada pada Dinas yang bersangkutan untuk
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menggantikan tugas Kepala Dinas selaku PA dalam menjalankan peran dan

fungsinya dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.

Pembahasan hasil wawancara dengan Badan usaha Pelaksana pekerjaan yang

telah memenangkan proses lelang secara elektronik pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah,

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perurnahan

dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah, sesuai dengan tabel 4.6, tabel 4.7, tabel 4.8

dan tabel 4.9, sebagaimana pada tabel 4.11 dan tabel 4,12 berikut.

Tabel 4.11

Frekwensi jawaban penyedia barang/jasa pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Dinas

Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tengah
Frekuensi jawaban

No Pertanyaan Pernah (%) per’fllacilalz%) Jumlah

1 Apakah Perusahaan Bapak/bu/Sdr 7 5 12
pernah mengikuti bimbingan teknis (58,33%) (41,67%) | (100%)
tentang pemilihan penyedia
barang/jasa secara e-tendering?

2 Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr 12 0 12
pernah memenangkan pelelangan (100%) (0%) | (100%)
secara e-tendering?

3 Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr 0 12 12
pemah melakukan unduh Surat (0%) (100%) | (100%)
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
dari Sistem Pengadaan Secara
Elektronik?
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Frekwensi jawaban penyedia barang/jasa yang pernah/tidak pernah mengikuti
bimbingan teknis dilihat dari tahun berdirinya

Nama Frekuensi jawaban
No p Tahun berdiri Tidak Jumlah
erusahaan Pernah
pernah
1 CV. Damar 8-1-2009 1 1
Mutiara Gayo
2 CV. Delapan 8-1-2014 1 1
Satu Tiga Jaya
3 CV. Dating 8-11-1999 1 1
Consultant
Engineer
4 CV. Fadanoeh 7-7-2014 1
Bluek 1
5 CV. Osani 2-8-2016 1 1
Ketiara
6 CV. Tajuk Senien 17-2-2010 1 1
7 CV. Pelangi 14-1-2015 1 1
Nusantara
Contruktions
8 CV. Gladiatama 14-2- 2009 1 1
Konsulindo
Group
9 CV. Fajar Lestari 9-10-2000 1 1
10 | CV.J2 GIP 31-12-2015 1 1
11 | CV. Caya 31-12-2005 1 1
Nenggeri
Consultant
12 | CV. Penus 1-9-2013 1 1
Graphindo
Consultant
Jumlah jawaban 7 5 12
% 58,33% 41,67% 100%

Berdasarkan tabel 4.11 dan tabel 4.12, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. bimbingan teknis tentang pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik

Dari 12 (dua belas) informan, yang pemah mengikuti bimbingan teknis sebanyak 7

(tujuh) badan usaha atau sebesar 58,33%, sedangkan yang tidak pernah mengikuti
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bimbingan teknis sebanyak 5 (lima) badan usaha atau sebesar 41,67%. Badan usaha
yang permnah mengikuti bimbingan teknis Sistiin Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) Versi.3 adalah badan usaha yang berdiri sebelum 15 Agustus 2013,
sedangkan badan usaha yang tidak pernah mengikuti bimbingan teknis yang berdiri
setelah 15 Agustus 2013 sebesar 41,67%.

Salah satu maksud dan tujuan dengan memberikan bimbingan teknis, agar pengguna
SPSE benar-benar mmemahami dalam menjalankan aplikasi SPSE. Namun
bimbingan teknis tidak dilakukan secara berkala. Selama pemilihan penyedia
barang/jasa dilakukan secara elektronik, LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
telah melaksanakan bimbingan teknis hanya 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 12-15
Agustus 2013 untuk SPSE Versi.3 dan pada tanggal 5-6 Desember 2017 untuk
Versi.4. SPSE Versi.4 akan dijalankan untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa
secara elektronik mulai tahun 2018, sementara terhitung sejak tanggal 12-15
Agustus 2013 sampai dengan akhir tahun 2017 tente sudah banyak berdiri badan
usaha baru yang menambah persaingan usaha dalam memperebutkan proyek-proyek
pemerintah.

Pelatihan maupun bimbingan teknis (bimtek), merupakan kegiatan pelatihan dan
pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk
memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu.
Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang
dibutuhkan dalam era teknologi informasi, maka tentunya bimbingan teknis telah

menjadi sebuah kebutuhan untuk individu, instansi, ataupun lembaga pemerintahan.
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Pelatihan atau bimbingan teknis, yang mengikuti apakah Direktur badan usaha atau
tenaga kerja yang ditugaskan. Apabila direktur yang mengikutinya, maka transfer
pengetahuan hasil bimbingan teknis harus dilakukan kepada tenaga kerja,
khususnya tenaga kerja yang menangani teknologi informasi di dalam perusahaan.
Apabila tenaga kerja yang dikirim untuk mengikuti, maka tenaga kerja tersebut
harus menyampaikan juga kepada direktur perusahaan hasil bimbingan teknis, agar

direktur juga memahami SPSE.

2. Memenangkan pelelangan secara e-tendering

Dari 12 (dua belas) informan, yang pernah memenangkan pemilihan penyedia
barang/jasa secara elektronik sebanyak 12 (dua belas) badan usaha atau sebesar
100%, sedangkan yang tidak pernah memenangkan proses pemilihan penyedia
barang/jasa secara ¢lektronik sebanyak 0 (nol) badan usaha atau sebesar (0%.

Pemahaman dan penguasaan SPSE Badan usaha yang pernah memenangkan e-
tendering tanpa pernah mengikuti bimbingan teknis adalah dengan cara
berkoordinasi dan bertanya kepada LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
tentang menjalankan aplikasi SPSE sampai benar-benar memahami. Hal ini bisa
disebut sama dengan bimbingan tcknis, namun tidak terjadwal dan tidak terstruktur,
kapan saja para pengguna SPSE akan melakukan konsultasi dengan Sub Bagian
Pengelolaan SPSE, terkait dengan aplikasi SPSE, petugasnya selalu siap untuk
melayani dan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang aplikasi SPSE,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
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3. Melakukan undub Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari Sistem
Pengadaan Secara Elektronik
Dari 12 (dua belas) informan, yang pernah mengunduh Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) dari Sistim Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebanyak 0
(0) badan usaha atau sebesar 0%, sedangkan yang tidak pernah mengunduh Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Sistim Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) sebanyak 12 (dua belas) badan usaha atau sebesar 100%,
Apabila SPPBJ diunggah oleh PA ke dalam SPSE, niaka penyedia barang/jasa yang
menjadi pemenang e-tendering tidak perlu harus mendatangi Satuan Kerja yang
melaksanakan lelang bertatap muka dengan Kepala Dinas untuk mengambil SPPBJ.
Penyedia barang/jasa yang menjadi pemenang e¢-tendering apabila melihat tidak ada
soft file SPPBJ yang masuk kedalam SPSE halaman penyedia, sesuai dengan jadwal
penerbitan SPPBJ yang sudah dituangkan dalam jadwal e-tendering, maka penyedia
barang/jasa pemenang e-tendering akan mendatangi Satuan Kerja untuk mengambil

SPPBIJ.

Input Kontrak

Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara
pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam penyelenggaraan pengadaan
barang atau pengadaan jasa. Setiap kontrak harus bersifat adil (fair) dan setara terhadap
kedua belah pihak dan tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan sepihak dengan
cara merugikan pihak lain. Kontrak diinput ke dalam SPSE apabila sudah

ditandatangani para pihak dalam kontrak. Kontrak yang sudah ditandatangani sipindai
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scan menjadi soft file. Soft file tersebut diunggah ke dalam SPSE. Tujuannya adalah

agar Organisasi dalam pemilihan penyedia barang/jasa mengetahui bahwa paket

pekerjaan yang sudah dilelang telah tandatangan kontrak, serta untuk memudahkan
pelaporan LPSE kepada pihak-pihak terkait membutuhkan informasi tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Kondist tersebut, dikaitkan dengan teori efektivitas dan teori ukuran efektivitas
yang penulis gunakan, yaitu :

- Teori efektivitas (Kurniawan dalam Edy Susena, 2016:58) : Tugas dan fungsi
Tugas dan fungsi Sub Bagian Pengelolaan SPSE sebagai pengelola SPSE dalam
memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berkepentingan terhadap SPSE
tidak dilakukan secara berkala.

- Ukuran efektivitas (Tangkilisan (2010:314)) : Kemampuan adaptast
Kemampuan adaptasi dalam hal ini merupakan kemampuan Dinas untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan pemilihan penyedia barang/jasa secara
elektronik. Hal yang harus dilakukan adalah Kepala Dinas melakukan rekrutmen
pegawai dari instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
atau menugaskan pegawai yang ada pada Dinas yang bersangkutan untuk
menggantikan tugas Kepala Dinas selaku PA dalam menjalankan peran dan

fungsinya dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan tentang Penerapan  Sistim

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pemerintah (studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah), maka dapat disimpuikan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistim Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam Proses pemilihan
penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering) pada pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah helum berjalan efektif, karena :

a. Sebanyak 5 (lima) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran atau sebesar 100%
tidak unduh soft file Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ke dalam Sistim
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) halaman pengguna anggaran atau PPK
serta 12 (dua belas) penyedia barang/jasa yang memenangkan pemilihan
penyedia barang/jasa secara elektronik atau sebesar 100% tidak unduh soft file
SPPBIJ dari SPSE halaman penyedia, karena tidak ada soft file SPPBJ yang bisa
diunduh dari dalam SPSE halaman penyedia.

b. Sub Bagian Pengelolaan SPSE selaku pengelola Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum pernah
memberikan bimhingan teknis kepada Kepala Dinas selaku Pengguna
Anggaran tentang peran dan fungsi Kepala Dinas selaku PA dalam proses

pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik melalui aplikasi Sistim
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Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) halaman PPK, kemudian juga belum
pernah melakukan kegiatan memberikan bimbingan teknis aplikasi SPSE
kepada PPK/PA yang baru (baru menduduki jabatan Kepala Dinas).
¢. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan uji forensik soft file penawaran
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Forensik LKPP adalah
selama 9 (sembilan) hari, terhitung sejak I.PSE menerima surat permintaan uji
forensik dan Keiompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
Namun waktu penyelesaian terhadap permasalahan CV. Madagskar, paket
pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tamak Lelabu, memakan waktu
selama 15 (lima belas} hari, hal ini mengakibatkan terlambat dan tertundanya
proses evaluasi penawaran serta pengumuman pemenang e-tendering selama 6
(enam) hari, serta permasalahan CV. Zinger, paket pekerjaan Pengembangan
Bawang Meragh (Otsus), memakan waktu selama 19 (sembilan belas) hari,
terlambat dan tertundanya proses evaluasi penawaran serta pengumuman
pemenang e-tendering selama 10 (sepuluh) hari. Ini menunjukkan bahwa
penanganan soft file penawaran penyedia barang/jasa peserta e-tendering yang
tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa pada L.PSE Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai SOP LKPP.
2. Peran Pengguna Anggaran (PA) dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara
elektronik (e-tendering) dengan menggunakan aplikasi Sistim Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE)
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a. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran tidak memahami Tugas dan fungsi
Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dalam proses pemilihan penyedia
barang/jasa secara elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut
aturan turunan dan petunjuk teknisnya. Aturan turunan dan petunjuk teknis
disini adalah peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Nomor | Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering dan
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.

b. Kepala Dinas selaku PA tidak memahami SPSE, karena di dalam SPSE sudah
disediakan halaman untuk PPK/PA seperti tampak pada gambar 4.59 untuk
input SPPBJ dan input kontrak ke dalam SPSE. Input SPPBJ ke dalam SPSE
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015
tentang E-Tendering, (lampiran, I, 2, a. 8)) bahwa salah satu tugas dan fungsi
PA dalam pemilihan penyedia barang/jasa mengirimkan hasil pemindaian
SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia barang/jasa yang ditunjuk.
Surat Penunjukan. Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) merupakan surat yang
menunjukkan bahwa badan usaha yang menerimanya sudah ditunjuk sebagai
pelaksana peketjaan, namun belum ada keterikatan hukum antara pemberi kerja
dan pelaksana kerja, dan merupakan syarat bagi pemenang lelang atau sebagai

sebagai pelaksana dalam pengurusan untuk memperoleh jaminan pelaksanaan.
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3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemilihan penyedia barang/jasa secara
elektronik dengan menggunakan aplikasi Sistim Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) adalah :

a. Sarana pendukung Teknologi informasi (TI) penyedia barang/jasa, seperti
spesifikasi teknis komputer mendukung aplikasi yang digunakan dalam
pembuatan penawaran dan mendukung aplikasi SPSE. Soft file penawaran
yang akan diunggah tidak rusak dan tidak bervirus, hal ini tergantung komputer
yang digunakan. Besamya bandwith internet tempat unggah soft file penawaran
ke dalam SPSE sangat mendukung sempurnanya unggahan ke dalam SPSE.
Sumber daya manusia penyedia barang/jasa dalam memahami dan menguasai
teknologi informasi dalam proses pembuatan penawaran dan proses unggah soft
file penawaran ke dalam SPSE masih rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan
soft file file penawaran yang diunggah ke dalam SPSE tidak dapat dibuka oleh
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Terhadap soft file
penawaran penyedia barang/jasa peserta e-tendering yang tidak dapat dibuka
oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, maka soft file
penawaran tersebut wajib disampaikan ke LPSE. Apabila LPSE tetap tidak
dapat membuka soft file penawaran tersebut, maka disampaikan ke LKPP.
Hasil uji forensik soft file penawaran tersebut, apapun kondisinya tetap harus
disampaikan ke Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

b. Kurangnya SDM sebagai tenaga trainer, bimbingan teknis selama berjalannya
pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik sejak tahun 2013 baru

dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 12-15 Agustus 2013 untuk
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SPSE Versi.3 dan pada tanggal 5-6 Desember 2017 untuk Versi.4. SPSE
Versi.4 akan dijalankan untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa secara
elektronik mulai tahun 2018, sementara terhitung sejak tanggal 12-15 Agustus
2013 sampai dengan akhir tahun 2017 tentu sudah banyak berdiri badan usaha
baru yang menambah persaingan usaha dalam memperebutkan proyek-proyek
pemerintah.

c. Dari 12 (dua belas) informan, yang permah mengikuti bimbingan teknis
sebanyak 7 (tujuh) badan usaha atau sebesar 58,33%, sedangkan yang tidak
pemah mengikuti bimbingan teknis sebanyak 5 (lima) badan usaha atau sebesar
41,67%. Badan usaha yang pemah mengikuti bimbingan teknis Sistim
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi.3 adalah badan usaha yang berdiri
sebelum 15 Agustus 2013, sedangkan badan usaha yang tidak pernah mengikuti

bimbingan teknis yang berdiri setelah 15 Agustus 2013 sebesar 41,67%.

B. SARAN

1. Sub bagian pengelolaan SPSE sebagai pengelola LPSE Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah agar memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Dinas selaku
Pengguna Anggaran tentang SPSE untuk PA/PPK, kemudian memberikan
bimbingan teknis aplikasi SPSE kepada PPK/PA yang baru (baru menduduki
jabatan Kepala Dinas).
LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah segera mengirimkan personilnya untuk
mengikuti pelatihan menjadi instruktur/trainer Sistim Pengadaan Ecara Elektronik

(SPSE) ke LKPP, agar dapat memberikan bimbingan teknis kepada pihak-pihak
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yang menggunakan SPSE dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa secara
elektronik, sehingga kendala dalam menjelankan proses e-tendering dapat segera
diatasi, serta penerapan SPSE dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara
elektronik dapat terlaksana efektif.

LPSE memberikan informasi seluas-luasnya, terutama khusus untuk penyedia
barang/jasa yang baru berdiri untuk memberikan bimbingan teknis agar penyedia
barang/jasa baru dapat menguasai proses e-tendering, sehingga menumbuhkan
persaingan antar pengusaha dalam mengikuti proses e-tendering, manfaatnya
adalah untuk Pemerintah Daerah memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang
sangat baik. Untuk itu, LPSE perlu bekerjasama dengan instansi yang menerbitkan
perizinan, agar diketahui penambahan badan usaha yang bidang usahanya sebagai
penyedia barangfjasa. Di dalam kegiatan bimbingan teknis juga diinformasikan
kepada penyedia barang/jasa, salah satu yang harus dipenuhi dalam agar sukses
dalam mengikuti proses e-tendering adalah perusahaan harus meng-update secara
berkala sarana dan prasaran teknologi inforinasi yang dimiliki.

2. LKPP selaku pengembang SPSE agar memperbaharui SPSE, terutama untuk
halaman PPK (dalam hal ini PPK sama dengan PA) agar memberikan menu untuk
PPK/PA yaitu Admin PPK/PA dalam SPSE, khusus untuk unggah (Upload) SPPBJ
ke dalam SPSE, agar penyedia barang/jasa sebagai pemenang dapat unggah SPPBJ
dari SPSE halaman penyedia barang/jasa, sehingga proses pemilihan penyedia
barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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3. Dalam menangani soft file penawaran yang tidak dapat dibuka, maka Kelompok
Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan LPSE pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah harus mempedomani SOP LKPP tentang uji forensik file elektronik,
serta LPSE harus menjalin komunikasi intensif dalam menangant masalah tersebut
baik dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa maupun
dengan LKPP RI, sehingga proses pemilihan penyedia barang/jasa secara
elektronik dapat berjalan efektif dan efisien dari segi jadwal waktu proses, sehingga
tidak terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa secara

elektronik sebagaimana sudah dijadwalkan.
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